UIN SUSKA RIAU

O =
L,z <
= < =2
n > D
- = O
-l
< 5 <
= =S ®) -
| = L
—_ C =

5 2 : _
X _ < 3= < @z

D E Z W =
<C o = S5 S
=< g £ < =3
o O T8 — hd
I < < €% >3 % 22
g x =z S & X D @ AMn <
_— O

M m % n g r o Mnu J X <
X m 2 n S 3 O L L
= v DO - =92 < N a < X

< s© s .. I <
220 o I3 250
T 5 F 25 < = X =z
< g Z oz O w <
2 Y x> x > 4
< m = = a £ D
= < 0O M,m o m
Z M — o

w o
227
S < 2
Z Mm T
F 23

T

= <

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Kitabah Scbab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan
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Nama : Ahmad Risky
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Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN
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Penguji 1,
Dr. Akmal Munir, Le., MLA.
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Penguji I1,
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PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui
bahwa tesis yang begudul Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah
Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan
Agama Kota Dumai) yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Risky

NIM 1 22290215951

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah

Scbab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024
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Ketua Program Studi Hukum Keluarga
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Dr. H. Zailani., M.Ag
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Dr. Sofia Hardani, M. Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARIANA
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NOTA DINAS
Penhal : Tesis Saudara
Ahmad Risky

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-

Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
terhadap isi tesis saudara :

Nama : Ahmad Risky

NIM 1 22290215951

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah
Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di
Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 November 2024
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Dr. Helmi Basni, Le. MA

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudara
Ahmad Risky

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-

Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
terhadap isi tesis suadara :

Nama : Ahmad Risky

NIM 1 22290215951

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah

Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di
Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 November 2024
Pembimbing I

LAV VY

Dr. Helmi Basri, L¢e, M.A

NIP. 197407042006041003
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SURAT PERNYATAAN

Sava vang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Risky

NIM 1 22290215951

Tempat/ Tanggal Lahir : Salo, 20 Maret 1993

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul tesis :

Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali

Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama

Kota Dumai)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan
judul sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-
bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya
orang lain telah dituliskan sumbemya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah
dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam
penulisan tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2024

Aljmad Risky
NIM : 22290215951
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= KATA PENGANTAR

(@]

‘E‘

; Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT
glang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
c

—menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada
%)

o

~Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya dan para sahabatnya.

o

; Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini terkadang rintangan

gdan hambatan menghampiri, namun karena dorongan dan bantuan dari berbagai
pihak membuat penulis tetap semangat dan berjuang menyelesaikan karya ilmiah
ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih yang setulusnya kepada :
1. Kedua orang tua, Ayahanda Nazaruddin dan Ibunda Misiam yang senantiasa
memberikan do’a kepada penulis. Istri tercinta Mar Atus Sholeha yang telah
memberikan semangat dan cintanya serta ketiga anak tercinta Muhammad
Farhan Kamil, Afiyah Farhani Kamilah dan Sofiyah Farhani Kamilah, semoga
menjadi generasi yang soleh dan solehah serta selalu dalam keberkahan dan
lindungan Allah SWT.

. 'Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. llyas Husti, M.A selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

. 'Yang terhormat Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy

sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.

nery wisey| jiredg uejng o AJrs1aArup) drwe[sy ajeis
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. 'Yang terhormat Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A dan Ibu Dr. Sofia Hardani,

M.Ag selaku pembimbing | dan pembimbing Il yang telah memberikan
bimbingan dan saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga karya

ilmiah ini dapat lebih baik dan sempurna.

. Kepala KUA Sungai Sembilan Bapak H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh, Kepala

KUA Medang Kampai Bapak H. Harmi Yusri, S.Ag., S.S, Kepala KUA Bukit
Kapur Bapak Husnul Hadi, S.H.l yang telah membantu penulis memberikan

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

. Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Suska

Riau yang telah memberikan pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi,

sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.

. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis

beserta staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis

selama mengikuti perkuliahan di PPs UIN Suska Riau.

. Kepada semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa

mengurangi rasa hormat tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Semoga
kebaikan kita semua dibalas oleh Allah SWT.
Penulis menyadari tesis ini masih belum sempurna, untuk itu kritikan dan

ran yang membangun sangat penulis harapkan agar tesis ini dapat lebih baik.

emoga tesis ini hendaknya bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, November 2024

Penulis

AHMAD RISKY
NIM. 11124103992
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam

lw e1dio yeH o

—penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
=
—Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan

»
§0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.
=
Q

ZA. Konsonan

nei

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

wie|s] 21e31§
=3
S

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

g Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

= i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
&

i-‘ - Ba B Be

G-.

;ﬁ O Ta T Te

,-1-

7 & Sa § es (dengan titik di atas)
'

i Jim J Je

L oY

71

2. z Ha h ha (dengan titik di
E bawah)

o

- Kha Kh ka dan ha

Vi
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Hamzah

apostrof

Ya

ye

Ryl N AL eldia deH @
G

. Vokal
w
=
= Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
Q
§unggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
c
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
9]
L Z Fathah a a
(g
o) - Kasrah [ i
E- 2 Dammah u u
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

JureAg uej[ng Jo AjIsIaAmr

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Nama Huruf Latin

Huruf Arab Nama

s Fathah dan ya ai adanu

-

L= 3

NPIM UHUIISEY
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©
T
= 1. Ta’ marbutah hidup
(@]
E, Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
i dammabh, transliterasinya adalah “t”.
=
= 2. Ta’ marbutah mati
=
%) Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
@
> adalah “h”.
m . .. .
o 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
c
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:
NS AN T o raudah al-atfal/raudahtul atfal
wn - 35)}\'“\ ‘\—‘-’..3-45\ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
-5}
o munawwarah
92} 3 _ o
5 - 4all talhah
8,
=
°E. Syaddah (Tasydid)
(g°]
E Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
=]
gtanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
=yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
<
=4
=Contoh:
A
= “y Az
§- - JX nazzala
o - ol albirr
c
=]

F. Kata Sandang
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

I, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

nely exsng NINY!lw epdio yey @

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

dterpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
-5}
o

Lo

ontoh:

- 33)3‘ ar-rajulu

- {Jﬂ\ al-galamu

- &M»J\ asy-syamsu
- G aljatalu

urins jo AJISI9ATU) DTUNE

. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

wigey] jriedg

2

erletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

nei

Contoh:

xi
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azigin

Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/

Wa innallaha lahuwa khairurr:
Bismillahi majreha wa mursaha

3

—_—

a8 4 G
e

a)

504
o>

inna

Y

)ﬂ‘ an-nau’u
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

B\
Bl

28 T
€
e
[~

Ol

~ 0
=

nya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

11ia
- U ta’khuzu
syai’un

Penulisan Kata

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- I
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ABSTRAK

hmad Risky (2024) : Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah
Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh (Studi di
Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

w e1d!o)§eH @)

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa menurut
Qetentuan hukum Islam, apabila wali nasab berada di tempat yang jauh dan tidak
~pisa menghadiri akad nikah maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan
wali hakim. Namun dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan
(pernikahan mengharuskan wali nasab mengurus taukil wali bil kitabah. Hal ini
Cmemberlkan kesan mempersulit pernikahan. Adanya ketentuan taukil wali bil
:kltabah apakah sudah sejalan dengan tujuan syara’ atau justru bertentangan, dan
“apakah sudah memenuhi syarat-syarat teori maslakah menurut para ulama.
—Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan taukil wali bil
ckitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh? Bagaimana pelaksanaan
taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota
Dumai? Bagaimana tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah sebab wali
nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota Dumai? Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data
primer adalah wawancara kepada Kepala KUA Kota Dumai sebanyak 3 orang,
yaitu (1) Kepala KUA Sungai Sembilan, (2) Kepala KUA Medang Kampai, (3)
Kepala KUA Bukit Kapur. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab-
kitab figih yang berkaitan dengan judul penelitian, Kompilasi Hukum Islam, PMA
Nomor 20 Tahun 2019, buku-buku, karya ilmiah, artikel dan kamus-kamus. Data
wyang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deskriptif,
sdeduktif dan induktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis
ﬂamenylmpulkan bahwa ketentuan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada di
E_tempat yang jauh diatur dalam pasal 12 ayat (5) PMA Nomor 20 Tahun 2019,
gwali nasab tersebut membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan
~Sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan mengirimkan surat penandatanganan
Raukil wali tersebut ke KUA tempat berlangsungnya akad nikah kedua calon
Zmempelai. Pelaksanaan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada di tempat
fyang jauh di KUA Kota Dumai telah dilaksanakan sesuai dengan PMA Nomor 20
=Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Adapun tinjauan maslahah terhadap
%taukll wali bil kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di KUA Kota
;Zpumal tergolong ke dalam maslahah hajiyah dikarenakan dibutuhkan dalam
=kehidupan manusia yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dalam hal ini
n;a’memprioritaskan hak wali nasab agar wali nasab tidak kehilangan hak
operwaliannya meskipun sedang berada di tempat yang jauh.
]

=]
=Kata Kunci : Maslahah, Taukil, Wali Nikah

nery wisey|
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o ABSTRACT

(@]

—Ahmad Risky (2024): Maslahah Review of Taukil Wali Bil Kitabah Because

Wali Nasab is in a Far Place (Study at the Dumai City
Religious Affairs Office)

N3 el

The background of the problem in this study is that according to Islamic
éaw, if the guardian of the lineage is in a far away place and cannot attend the
(narriage contract, the marriage can be carried out with a guardian judge.
cHowever, in PMA Number 20 of 2019 concerning marriage registration, the
=guardian of the lineage requires the guardian of the lineage to take care of the
“taukil wali bil kitabah. This gives the impression of complicating marriage. The
“existence of the provision of taukil wali bil kitabah, is it in line with the objectives
cof sharia or is it contradictory, and does it meet the requirements of the theory of
maslahah according to scholars. The formulation of the problem is: What are the
provisions of taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage is in a far
away place? How is the implementation of taukil wali bil kitabah because the
guardian of the lineage is in a far away place at the Dumai City KUA? How is the
review of maslahah on taukil wali bil kitabah because the guardian of the lineage
is in a far away place at the Dumai City KUA? This type of research is field
research, with a qualitative approach. The primary data source is an interview
with the Head of the Dumai City KUA as many as 3 people, namely (1) the Head
of the Sungai Sembilan KUA, (2) the Head of the Medang Kampai KUA, (3) the
ead of the Bukit Kapur KUA. While the secondary data sources were obtained
=from figh books related to the research title, Compilation of Islamic Law, PMA
“Number 20 of 2019, books, scientific works, articles and dictionaries. The data
@obtained were analyzed qualitatively using descriptive, deductive and inductive
“B‘thinking methods. Based on the research conducted, the author concluded that the
~provisions of taukil wali bil kitabah because the lineage guardian is in a far away
gplace are regulated in Article 12 paragraph (5) of PMA Number 20 of 2019, the
=lineage guardian makes a letter of taukil wali in front of the Head of the District
CKUA according to the domicile/whereabouts of the guardian and sends the letter
=of signing the taukil wali to the KUA where the marriage contract of the two
rospective brides and grooms took place. The implementation of taukil wali bil
~Kkitabah because the guardian of the lineage is in a faraway place at the KUA of
=Dumai City has been carried out in accordance with PMA Number 20 of 2019
sconcerning marriage registration. The review of the maslahah on taukil wali bil
a(itabah because the guardian of the lineage is in a faraway place at the KUA of
sDumai City is included in the maslahah hajiyah because it is needed in human life
=which perfects the main maslahah in this case prioritizing the rights of the
=guardian of the lineage so that the guardian of the lineage does not lose his
’:Jguardianship rights even though he is in a faraway place.

=
#Keywords: Maslahah, Taukil, Marriage Guardian
2

=
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur fikih Islam, perwalian berasal dari kata al-wilayah
(&Ys)). Dalam arti etimologi, kata tersebut memiliki beberapa makna,
diantaranya yakni cinta (%=<l') dan pertolongan (<i). Bisa juga bermakna
sebagai (5,280 / 4kalull) yang berarti kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari wali itu
adalah (<¥) J %) yang berarti menguasai sesuatu.'

Wali nikah menurut Al-Jaziri adalah orang yang memiliki hak atau kuasa
untuk melaksanakan akad perkawinan bagi seorang mempelai perempuan dan
menikahkannya dengan seorang laki-laki lain dan dengan kehadirannya akan
menjadikan keabsahan akad nikah tersebut dan sebaliknya bila tidak terdapat
kehadirannya, maka tidaklah sah akad nikahnya.?

Wali dalam pernikahan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam
sebuah pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak
sah.> Hampir seluruh ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa wali, maka

pernikahannya batal. Nash yang shahih menjelaskan mengenai pentingnya

M J1IeAg uel[ng Jo AJISISAIU[) dDIWR[S] 3}e1§

M. Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta : Pt. Grafindo Persada,

£2005), him. 134

3 ux

2Abdurrohman Al Jaziri, Kitab F igh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah, (Lebanon : Dar-Kotob Al-

sislamiyyah, t.t), hlm. 29
=

% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta :

Liberty, 1982), hlm. 42
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kehadiran wali perempuan dalam akad pernikahan yaitu hadits Nabi Muhammad

SAW:

0B ally il 1 la 1 e Al A (i g Y 3 o e

Artinya : Dari Abu Musa Al-Asy ari radiyallahu ‘anhu dari Nabi

Muhammad Saw bersabda : tidak sah nikah kecuali

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

dengan adanya wali.(HR. Abu Daud)

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan
akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia
harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang
mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang
diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas
ahli figih.®

Adapun orang yang berhak menjadi wali secara berurutan adalah ayah,
kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak
laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki
seayah, paman dan anak laki-lakinya paman. Ini sebagaimana disebutkan oleh

Abu Bakar Al-Hishni di dalam kitabnya Kifdyatul Akhyar :

4 Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abu Daud, jilid 2,
Surabaya: Maktabah Dahlan, 2007), him. 229

nenyuwisey JireAg uejng jo A}JIsIdAIU) dJTWER[S] 3)€I§

® Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. M. Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar), hlm. 48.
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Artinya: “Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah,
saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak
laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-lakinya
saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-lakinya
paman, berdasarkan tertib urutan ini.”

Para wali tersebut di atas dapat berperan sebagai wali sesuai dengan
urutan tersebut. Artinya bila masih ada wali yang urutannya lebih depan atau
lebih dekat dengan mempelai perempuan (wali agrab) maka orang yang ada
pada urutan setelahnya (wali ab ‘ad) tidak bisa menjadi wali. Sebagai contoh bila
masih ada ayah si mempelai perempuan maka kakek, saudara laki-laki dan
lainnya tidak bisa menjadi wali nikah. Bila ini dilanggar maka tidak sah akad
nikah yang dilakukan. Lalu bagaimana ketika orang yang berhak menjadi wali
nikah masih ada namun tidak berada di tempat atau sedang pergi di tempat yang
jauh disaat prosesi ijab dan gabul dilaksanakan?

Dalam hal di atas bila kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Syairazi
dalam kitab A4/-Muhazzab maka wali nikah berpindah ke wali hakim bukan
kepada wali urutan berikutnya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hak
perwalian masih melekat pada wali yang berhak tersebut. Selama ia masih ada

maka hak perwalian tidak bisa pindah ke yang lain. Namun karena ia tidak bisa

hadir maka hakim bertindak sebagai wali.

6 Abu Bakar Al-Hishni, Kifdyatul Akhyar, juz 2, (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), hlm. 51
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Berikut ini adalah pendapat Imam A/-Syairazi di dalam kitab A/-

Muhazzab
Sal 040 aly Gl a5 $oall g pall il J) 25 L )

o o ea55 3 13l Al il & 5 O W5V G b3
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Artinya:  “Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan
mengqashar shalat maka penguasa mengawinkan (menjadi
wali hakim) mempelai perempuan. Para wali yang berada
pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak
mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian
wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan
mempelai perempuan di tempatnya maka sah akadnya.
Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati
posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk
mengawinkannya”.

Ketentuan ini apabila sang wali berada pada jarak masafatul gashri, jarak
di mana diperbolehkan menggashar shalat, yaitu 92,5 km menurut jumhur
ulama. Bagaimana bila perginya sang wali pada jarak yang tidak sampai

masafatul gashri? Lebih lanjut Imam A/-Syairazi menuturkan:

o~ 2

Ad 58 53A0 Y LAl : led 5 4 S3all g ali Y ddlia e K

z

A %5 A e O ol fsas s elai8 Ay AL Y)

8wy Hal 08 (S 1) 4dle

¥, wisey] JireAg uej[ng yo AJISIdATU) dDTWER[S] d1e1S
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" Abu Ishaq Al-Syairazi, AI-Muhazzab, juz 4, (Beirut : al-Darul al-Syamiyyah, 1996), hlm.

124

8 Ibid, him.124



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

h)

3,
\Iyﬂ

-

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Artinya:  “Apabila sang wali berada pada jarak yang tidak
diperbolehkan mengqashar shalat maka ada dua pendapat;
pertama, penguasa tidak boleh mengawinkan kecuali dengan
seizinnya karena dalam hal ini sang wali seperti orang yang
hadir. Kedua, penguasa boleh mengawinkan karena kesulitan
untuk meminta izin sang wali, diserupakan dengan ketika sang
wali berada pada jarak yang jauh yang diperbolehkan
mengqashar shalat”.

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai

orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang

9 Dalam

yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.
perwakilan wali, dalam Islam dikenal dengan taukil atau wakalah. Wakalah
adalah menyerahkan hak perwalian pernikahan kepada orang lain agar
dikerjakan selama yang bersangkutan masih hidup.°

Dalam sejarah pencatatan regulasi pernikahan di Kantor Urusan Agama
(KUA) beralihnya wali nasab ke wali hakim pernah diatur dalam Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005; di mana beralihnya wali nasab
ke wali hakim disebabkan oleh : 1) Karena tidak mempunyai wali nasab yang
berhak atau wali nasabnya tidak memenubhi syarat; 2) Karena mafqud atau hilang

tidak diketahui keberadaannya; 3) Karena alasan berhalangan; 4) Karena alasan

‘adhal **

4 pAG uej[ng yJo AJISIdATU) dTWER[S] d1e1S

n

9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Figh Munakahat dan

dang-Undang Perkawinan, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2006), him. 69

o
wn

5' WAbdurrahman al-Jaziri, Al-figh ‘ala mazahib al-arba’ah, (Beirut: Daar al-Fikr, 1969),
=hlm. 1679.

x

S 1Y Adhal adalah wali nikahnya tidak mau menjadi wali. Khusus mengenai adhalnya wali

harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin
Perempuan.
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Adapun ketentuan yang lebih rinci tentang alasan poin nomor 1 (satu), 2
(dua), dan 3 (tiga) tidak disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)
tersebut. Sehingga ketentuan mengenai wali hakim tersebut masih merujuk ke
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987.

Di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 tentang
wali hakim dijelaskan bahwa : Yang dimaksud "memenuhi syarat" ialah: Syarat-
syarat menurut hukum Islam seperti: baligh, berakal, Islam dan lain-lain. Yang
dimaksud “berhalangan” adalah : 1) Wali nasab ada tapi sedang berada dalam
tahanan yang tidak dapat ditemui, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak
dapat dijumpai. 2) Masafatul gashri / wali nasab berada ditempat yang jauh dan
sulit dihubungi.

Kalau dilacak pada peraturan terbaru mengenai pencatatan pernikahan
yang mengatur tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim yaitu Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tidak ditemukan lagi frasa
masafatul gashri sebagai alasan beralihnya wali nasab ke wali hakim. Hal ini
boleh jadi karena perkembangan teknologi yang cukup pesat seperti sekarang
ini, di mana berbagai cara berkomunikasi dapat dilakukan dengan mudah,
kiranya keberadaan wali di tempat yang jauh tidak menghalangi baginya untuk
tetap menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan. Saat akad nikah
dilaksanakan ia bisa tetap berstatus sebagai wali namun pelaksanaan ijab
kabulnya diwakilkan kepada siapa saja yang ia kehendaki.

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12

ayat (4) berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali
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nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ PPN
LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat”. Disebutkan juga faukil wali
dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019,
berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat
taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor
20 Tahun 2019 di atas dapat dipahami bahwa dalam hal wali yang tidak dapat
hadir ketika akad, maka harus membuat surat faukil wali yang ditandatangani
oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili atau
tempat keberadaan wali. Artinya, di regulasi yang berlaku saat ini meskipun
jarak masafatul qashri telah terpenuhi namun untuk akad nikah tidak bisa
berpindah ke wali hakim.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 20
Tahun 2019 yang mengatur tentang taukil wali bil kitabah tersebut maka terjadi
keharusan untuk membuat surat faukil wali bagi wali nasab yang tidak bisa hadir
ketika pernikahan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal
harusnya asas pernikahan itu dipermudah. Adanya keharusan tersebut menjadi
sebuah persoalan pelik dalam dunia perkawinan, dikarenakan apabila seorang
wali nasab yang sedang berada di tempat yang jauh dari pelaksanaan akad nikah
dan dalam jarak yang membolehkan untuk mengqoshor sholat, kemudian ia

tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka di dalam hukum Islam secara otomatis



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

=

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

3,

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

m\/fa

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

yang menjadi wali adalah hakim tanpa membuat surat faukil wali. Kemudian
ketika wali tersebut tidak bisa datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk
membuat surat taukil wali, apakah pernikahan tersebut batal atau tidak bisa
terlaksana, padahal tanggal pernikahan sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaan faukil wali bil kitabah di atas terkadang masih
menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya : 1) Ketiadaan komunikasi yang
baik antara mempelai wanita dengan walinya karena jarak yang jauh dan waktu
yang lama tanpa silaturrahmi, 2) Keluarga yang broken home, 3) Wali yang
sudah tua, sakit parah dan komplikasi sehingga tidak memungkinkan untuk
mendatangi Kantor KUA untuk ikrar taukil/ wali, 4) Masih adanya akses lokasi
yang sulit dijangkau dan jarak yang jauh dari domisili wali berada dengan Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sehingga nampaknya taukil wali bil kitabah
dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 belum bisa
mengakomodir aspirasi dari calon pengantin dan wali nikah yang akan berikrar,
karena pernikahannya terpaksa harus ditunda sampai wali perempuan
melaksanakan surat ikrar taukil wali dihadapan Kepala KUA di wilayah /
domisili wali berada.

Dalam kasus pernikahan yang dialami oleh pasangan Bambang dan Siti
Halimah Boru Harahap yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sungai Sembilan, di mana ayah dan kakek dari calon mempelai
perempuan sudah lama meninggal dunia, saudara laki-lakinya tidak ada, satu-
satunya wali nasab yang masih ada adalah paman kandung (adik dari ayah),

namun pamannya berada ditempat yang jauh dari pelaksanaan akad nikah dan
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sulit diminta kesediaannya untuk mengurus surat taukil wali bil kitabah. Lalu
pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap tersebut mengajukan
permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar
proses pernikahannya dipermudah. Namun Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) menolaknya dan memberikan pemahaman terkait keafdolan wali serta
mengupayakan pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap untuk
mengurus surat taukil wali meskipun pada akhirnya faukil wali itu dilaksanakan
dihadapan Kepala KUA berlangsungnya akad nikah.?

Kasus pernikahan berikutnya adalah seorang wanita bernama Yumaida
Fitri dengan calon suaminya Iwan Sitompul yang rencananya akan menikah di
Kantor Urusan Agama (KUA) Medang Kampai. Iwan Sitompul sangat
mencintai calon istrinya dan begitu juga sebaliknya calon istrinya (Yumaida
Fitri) sangat mencintai Iwan Sitompul. Namun hubungan mereka tidak direstui
disebabkan ayahnya yang bernama Ahmad Nur Ritonga tidak menyetujui
hubungannya dengan Iwan Sitompul, Saat pemeriksaan nikah, Yumaida Fitri
terjebak dengan pertanyaan petugas yang pada akhirnya mengaku bahwa ayah
kandungnya berada di tempat yang jauh yaitu di Medan sebagai supir. KUA yang
telah menolak pendaftaran nikah Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul
mensyaratkan untuk menghubungi wali nikah dan meminta wali tersebut
mengurus surat taukil wali bil kitabah agar pernikahannya dapat dilaksanakan

jika wali tersebut tidak bisa hadir saat pelaksanaan akad nikah. Dikarenakan

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

2’Muhamad Yunus, Kepala KUA Sungai Sembilan, Wawancara tanggal 29 Agustus 2024 di

Dumai
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Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul tidak ingin pernikahannya diketahui oleh
walinya dikarenakan hubungan mereka yang tidak direstui sehingga tidak bisa
memenuhi surat taukil wali bil kitabah, akhirnya pernikahan mereka tidak dapat
dilaksanakan oleh Kepala KUA Kec. Medang Kampai.'3

Selanjutnya dalam kasus pernikahan yang dialami oleh pasangan Wawan
Setiawan dan Yuni Nadila yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bukit Kapur, di mana ayah dan ibu dari Yuni Nadila telah lama
bercerai bahkan saat calon mempelai wanita masih kecil, lalu calon mempelai
wanita tersebut tumbuh dewasa bersama ibunya. Setelah ia dewasa dan
mendaftarkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA),
pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila tersebut mengajukan permohonan
wali hakim dan disaat pemeriksaan wali ternyata diketahui ayahnya masih hidup,
lalu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta untuk mencari tahu
keberadaan ayahnya tersebut dan mengupayakan Yuni Nadila untuk mengurus
surat taukil wali bil kitabah, namun setelah diupayakan Yuni Nadila dan keluarga
mengaku sudah hilang kontak dengan ayahnya tersebut dan tidak mengetahui
keberadaannya. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta
calon mempelai wanita tersebut untuk membuat surat pernyataan sumpah bahwa
wali tidak diketahui keberadaannya dan mengabulkan permohonan wali

hakimnya !4

Jeny wisey JIIeAGQ ue)[Ng JO AJISIIATU[) dDIWR]S] 3}e1§

Harmi Yusri, Kepala KUA Medang Kampai, Wawancara tanggal 22 Agustus 2024 di

umai

4 Husnul Hadi, Kepala KUA Bukit Kapur, Wawancara tanggal 19 Agustus 2024 di Dumai
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Dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019
yang mengatur tentang faukil wali bil kitabah tersebut maka seakan-akan
menutup pintu wali hakim bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk
menjadi wali nikah bagi pernikahan yang wali nasabnya berada di tempat yang
jauh, padahal dalam hukum Islam hal ini dibolehkan dan juga dalam regulasi
yang lama yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 hal ini
juga pernah dibolehkan. Lalu mengapa pada Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 20 Tahun 2019 beralihnya wali nasab ke wali hakim sebab wali nasab
berada di tempat yang jauh itu dihapuskan dan diganti dengan ketentuan faukil
wali yang seakan dengan penerapan taukil wali tersebut memberikan kesan
mempersulit pernikahan. Apa sebenarnya Maslahah yang terkandung dibalik
diterapkannya ketentuan taukil wali itu.

Kemudian, konsep maslahah® ini sering digunakan sebagai alat untuk
mengambil keputusan, apabila dalam Al-Qur’an dan Hadits belum dijelaskan
hukumnya secara pasti. Dalam menetapkan hukum tentu harus sejalan dengan
tujuan syara’. Adapun tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut ada lima
bentuk, yaitu : 1) Memelihara agama; 2) Memelihara akal; 3) Memelihara jiwa;
4) Memelihara keturunan; 5) Memelihara harta. Adanya ketentuan taukil wali bil
kitabah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 apakah
sudah sejalan dengan tujuan syara’ atau justru bertentangan, dan apakah sudah

memenuhi syarat-syarat teori maslahah menurut para ulama karena bila dilihat

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

5 Maslahah berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari

keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan a/ khair dan al showab
yaitu yang baik dan benar kadang disebut pula dengan al istishlah yang berarti mencari yang baik.
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dalam pelaksanaan taukil wali bil kitabah tersebut terkadang masih
menimbulkan beberapa persoalan seperti pada permasalahan yang telah penulis
paparkan di atas. Kemudian apakah taukil wali bil kitabah tersebut masuk ke
dalam kategori maslahah dharuriyah (kepentingan pokok), maslahah hajiyah
(kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kepentingan pokok)
atau maslahah tahsiniyah (kepentingan pelengkap). Untuk menjawab itu
tentunya dibutuhkan sebuah penelitian.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, penulis merasa
tertarik untuk mengkaji dan menelitinya dalam suatu karya ilmiah penelitian
yang berjudul : “Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab
Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama

Kota Dumai)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

1) Apa status hukum pernikahan jika tidak ada wali?

2) Kenapa urutan wali yang berhak dalam pernikahan tidak boleh
dilanggar?

3) Bagaimana bila wali yang berhak tidak berada ditempat saat prosesi ijab
dan qabul?

4) Bagaimana ketentuan fiqih terhadap wali nikah yang tidak berada
ditempat saat prosesi ijab dan gabul atau berada di tempat yang jauh?

5) Bagaimana bila wali tidak bisa menikahkan orang yang berada di

bawah perwaliannya?
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6) Kenapa tidak ada sebab masafatul qashri sebagai alasan wali hakim
dalam regulasi perkawinan yang berlaku saat ini?

7) Kenapa beralihnya wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qashri
pernah di atur dalam regulasi pernikahan lalu dihapuskan?

8) Bagaimana bila wali nikah tidak bisa hadir saat akad nikah karena jauh
sejauh masafatul gashri ?

9) Apakah penerapan taukil wali bil kitabah di lapangan masih
menimbulkan beberapa persoalan dan kesulitan?

10) Apakah taukil wali bil kitabah yang berlaku saat ini telah
mengakomodir aspirasi dari calon pengantin maupun wali yang akan
berikrar taukil wali?

Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya memperjelas atau menegaskan apa
yang menjadi masalah dalam penelitian. Tujuan adanya batasan masalah
yaitu agar penelitian lebih fokus, teraarah, tidak melenceng, mempermudah
melakukan penulisan dan tidak menimbulkan keraguan baik bagi penulis
maupun pembaca.!®

Mengingat banyaknya masalah yang meliputi kajian seperti yang
disebutkan di dalam identifikasi masalah di atas, maka dalam hal ini penulis

memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup judul

penelitian saja, yaitu mengenai Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIdAIU) dTWER[S] 3)€IG

hlm. 7

16Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penulisan, (Bandung: Alfabeta, 2009),
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Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh (Studi di
Kantor Urusan Agama Kota Dumai).

Penelitian ini dilakukan di 3 Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
Dumai, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan,
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai, Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur.

Pemilihan 3 Kantor Urusan Agama (KUA) di atas sebagai tempat
penelitian karena 3 Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut di atas berada di
daerah pinggiran Kota Dumai yang mayoritas masyarakatnya bekerja di
perantauan sehingga dapat memungkinkan wali tidak dapat hadir saat
pernikahan dilaksanakan.

Rumusan Masalah

Setelah menela’ah identifikasi dan pembatasan masalah tersebut maka
penelitian ini difokuskan kajiannya pada rumusan masalah yang dapat
dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1) Bagaimana ketentuan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada di
tempat yang jauh?

2) Bagaimana pelaksanaan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada
di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai?

3) Bagaimana tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah sebab wali
nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota

Dumai?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui ketentuan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab
berada di tempat yang jauh.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab
berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota
Dumai.

c. Untuk mengetahui tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah
sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :

1) Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam
khususnya mengenai tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil
kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh.

2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam
mengenai tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah sebab
wali nasab berada di tempat yang jauh.

b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah :

1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

pada studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (4hwal Al-
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Syakhsyiyyah) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
2) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam
memperkaya khazanah literatur bidang Syari’ah di Universitas
Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
D. Penegasan Istilah Judul

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam memahami

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

makna dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis akan
menguraikan beberapa istilah penting dalam penelitian ini, yaitu :
1. Taukil Wali Bil Kitabah

Kata taukil merupakan suatu bentuk masdar yang berasal dari kata
wakkala, yuwakkilu, taukilan yang berarti penyerahan atau pelimpahan.
Adapun wali merupakan seseorang yang mempunyai kewenangan penuh
atas segala perbuatan hukum seseorang yang diwalikan olehnya termasuk
dalam hal perkawinan seseorang.

Jadi, melihat potongan-potongan pengertian diatas mengenai taukil
dan wali maka dapat penulis simpulkan bahwa taukil wali dalam
perkawinan mempunyai definisi sebagai bentuk atau proses pelimpahan
wewenang atau kekuasaan oleh seorang wali nikah kepada seseorang
lainnya untuk melaksanakan amanah dalam perkawinan sebagai seorang
wali yang menggantikan posisi wali yang lebih berhak sebab wali nikah

yang lebih berhak telah berwakil kepadanya.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§
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Adapun taukil wali bil kitabah adalah cara berwakil wali melalui
pernyataan tertulis dari wali nasab kepada Kepala KUA/Penghulu atau
orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya sebab wali nasab tidak bisa
hadir disaat akad nikah dilangsungkan, format suratnya telah disediakan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan aturan yang berlaku dan
surat tersebut dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di

mana wali nasab tersebut berdomisili saat itu.

2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa

pernikahan.!’

3. Maslahah

Secara etimologi, kata 4slasll jamaknya =<l berarti sesuatu yang
baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau
kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan sl 5 Al
yaitu yang baik dan benar. Maslahah kadang-kadang disebut pula dengan
iy yang berarti mencari yang baik.'®

Maslahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah

setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

1Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

18R omli, Mugaranah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), him. 157
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atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau

dalam arti menolak (menghindarkan) seperti menolak kerusakan.®

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian ini berjudul “Tinjavan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil
Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di Tempat Yang Jauh (Studi di Kantor

Urusan Agama Kota Dumai)”. Penulis menemukan beberapa tulisan mengenai

nery ejysng NiQ Y tw eydio yeH @

hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya adalah sebagai

berikut :

1. Jurnal atas nama Kusnan (2019) dengan judul Perubahan Status Wali ‘Adhal
Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam
Pernikahan yang diterbitkan di jurnal At-Tafahum dengan hasil yang
menunjukkan bahwa perubahan status wali ‘adhal menjadi wali jauh untuk
mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama
Kota Medan sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Kota Medan
terkhusus kondisi para pengantin. Hal ini penting sekali untuk mendapatkan
perhatian mengingat di Kantor Urusan Agama Kota Medan sering terjadi
perubahan status dari wali ‘adhal menjadi wali jauh agar pernikahan dapat

dilaksanakan dengan wali hakim.?

¥Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta : Hamzah, 2005),
Im. 200

eIy uLIse) jiredAg uej[ng yo A3I1s1aAru) dTwe[s] 33eiS

2K usnan, Perubahan Status Wali ‘Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali
‘Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan), Jurnal Hukum Islam, Vol.
2 No. 1 Juli-Desember 2019, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, him.1
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. Jurnal atas nama Muhammad Kharfi (2019) dengan judul Masafatul Qoshri
Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan: Studi Kasus di
KUA Kecamatan Kota Kota Kediri yang terbit di jurnal Legitima dengan
hasil yang menunjukkan bahwa 1) Prosedur perkawinan sebab masafatul
qoshri adalah pemberitahuan kehendak nikah oleh calon mempelai dengan
membawa surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan yang
menerangkan wali nasab calon mempelai perempuan berada di tempat yang
jauh, sejauh masafatul qoshri, 2) Pelaksanaan pernikahan oleh wali hakim
sebab masafatul goshri di KUA sama dengan pernikahan pada umumnya,
hanya ditambah surat keterangan dari kepala desa tentang wali hakim.?

. Jurnal atas nama Abdul Basit Misbachul Fitri (2023) dengan judul Kaidah-
Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam
Pernikahan) yang diterbitkan di Usratuna dengan hasil yang menunjukkan
bahwa pada hakikatnya seorang perempuan harus dinikahkan oleh
ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun terkadang ayah tidak mau
bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Perbedaan hak wali
memang ada tingkatannya, tapi kalau perpindahannya disebabkan oleh

enggannya wali menikahkan anak di bawah perwaliannya, maka

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

eIy WISeY JIIeAG uej[ng Jo AJISIdATU) dTWE[S] d1e}§

n

Z'Muhammad Kharfi, Masafatul Qoshri Sebagai Alasan Penetapan Wali Hakim Dalam

ernikahan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kediri, Jurnal Hukum Keluarga islam, Vol. 1 No.
2 Juni 2019, Universitas Islam Tribakti, him. 1
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tingkatan itu jadi tidak berlaku sehingga perpindahan hak untuk

menikahkan langsung kepada wali hakim.??

4. Jurnal atas nama Dody Syahrul Irawan (2023) dengan judul /mplementasi

Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto yang diterbitkan di Sakina dengan hasil yang
menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal
12 ayat 5 menyebutkan apabila wali tidak dapat menghadiri akad nikah,
maka diharuskan untuk membuat surat faukil wali dengan disaksikan oleh
dua orang saksi dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
sesuai dengan keberadaan wali tinggal. Penerapan aturan faukil wali dalam
aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal
tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto., dan teori sistem Gibson dan teori budaya organisasi Schein.
Selanjutnya siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab
yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yaitu dengan

membawa identitas diri sebagai keabsahan data.?

5. Jurnal atas nama Ach. Maulana Elbe (2023) dengan judul Pandangan Kepala

KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali Via Video Call Dalam

Tinjauan Maslahah Mursalah yang diterbitkan di jurnal Kabilah dengan

1SeY JIIeAG Ue)[ng Jo AJISIdATU[) dDTWER[S] d}1e}§

22 Abdul Basit Misbachul Fitri, Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa
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erpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 No. 2, Juni 2023,
TAI Darussalam, hlm. 52

nery, u

23 Dody Syahrul Irawan, Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh
Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 1, 2023,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, him. 124
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hasil yang menunjukkan bahwa Kepala KUA di Kabupaten Sampang
belum bisa menggunakan faukil/ wali via video call karena belum ada
regulasi yang mengaturnya, meskipun secara fiqih dihukumi sah. Adapun
dalam tinjauan maslahah mursalah, pandangan Kepala KUA di
Kabupaten Sampang tersebut, menurut hemat penulis sudah sesuai dan
memenuhi persyaratan dalam maslahah mursalah karena mengedepankan
pencatatan pernikahan daripada memaksakan tauki/ wali via video call
lebih maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam,
selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang
perwaliannya menggunakan taukil wali via video call.?*
Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah :
Pertama : Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kota Dumai
Kedua  : Dalam menetapkan wali nikah bagi calon mempelai perempuan
yang walinya tidak bisa hadir disaat akad nikah dilangsungkan,
bisa saja kebijakan kepala KUA berbeda dengan berpedoman
pada UU No.1/1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan
Menteri Agama (PMA) atau merujuk pada ketentuan kitab fikih
atau melakukan kebijakan tersendiri.
Ketiga  : Perlu adanya penelitian yang difokuskan pembahasannya pada

tinjauan maslahah terhadap penerapan faukil wali bil kitabah

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

24 Ach. Maulana Elbe, Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukil Wali

Via Video Call Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah, Journal of Social Community, Vol. 8 No. 1,
Juni 2023, Institut Agama Islam Negeri Madura, hlm. 953
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bagi pernikahan calon mempelai perempuan yang walinya tidak
bisa hadir disaat akad nikah dilangsungkan padahal adanya wali

merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus terpenuhi.
Atas perbedaan inilah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
bagaimana tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah sebab wali nasab
berada di tempat yang jauh bagi pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali nikah
calon mempelai perempuan di mana masafatul gashri sebagai sebab beralihnya

wali nasab kepada wali hakim telah dihapuskan.

Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri atas
beberapa pembahasan. Pembagian yang seperti ini dimaksudkan untuk
mempermudah pembahasan dan pemahaman, sehingga seluruh topik-topik
yang dikemukakan menjadi lebih sistematis. Adapun sistematika dalam
penulisan ini dengan judul tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah
sebab wali nasab berada di tempat yang jauh (studi di Kantor Urusan Agama
Kota Dumai) adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, di awali dengan bab pendahuluan, yaitu bagian
yang esensinya lebih tertuju kepada pertanggung jawaban ilmiah kajian ini.
Uraian-uraian yang dikemukakan pada bab ini terdiri atas latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, penegasan istilah judul, dan sistematika penulisan.
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Pada bab kedua, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka
peneliti memasukkan kerangka teoritis: teori umum tentang wali nikah berupa
: pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, macam-
macam wali nikah, urutan wali nikah. Teori tentang taukil wali dalam hukum
Islam dan teori tentang taukil wali dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan teori
tentang maslahah.

Pada bab ketiga, adapun komposisi yang diambil dari metode
penelitian ini sebagai berikut : jenis penelitian dan pendekatan, populasi dan
sampel, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik
analisis data.

Pada bab keempat, Pembahasan dan hasil penelitian akan disajikan
dalam bentuk deskripsi mengenai tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil
kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kota Dumai sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Sedangkan bab kelima, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan
memberikan gambaran konkrit tentang tinjauan maslahah terhadap taukil wali
bil kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kota Dumai melalui data-data yang diperoleh. Sedangkan saran

merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak.
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BAB I

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara linguistik, kata wali termasuk kata polisemi, karena
memiliki banyak makna, bisa sebagai teman dekat, orang saleh,
pengikut atau pemimpin. Jika ditelusuri, kata wali secara bahasa berarti
penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakilkan urusan
orang, menguasi, mengurus, menolong, membantu, dan sahabat.?®

Kata wali ditemukan dalam Alquran, baik dalam bentuk jamak
maupun tunggal terdapat di 82 tempat. Hanya saja, bentuk jamak
(awliya’) disebutkan sebanyak 42 kali.?® Bentuk lafaz walf tersebut
yaitu dengan variasi: — aS5idsl — agdll sl — a5l gl — o5l of — sclilgf — oL
Sl .

Term wali atau dalam istilah Arab disebut al-waliy (4 5V) secara
etimologi berakar dari turunan kata waliya, wali dan wilayatan, bentuk
jama’nya adalah awliya’ (¢Ws)), merupakan bentuk kata kerja (fi’il)
transitif, secara harfiah bermakna menolong. Kata al-waliy (5 juga

bermaksud pada isim fi’il yang mengandung makna orang yang

wisey JireAg uejng jo A}JISIdAIU) dTWER[S] 3)€IS

Lihat dalam, AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Jakarta: Pustaka

wProgressif, 2008), him. 1582: Lihat juga, Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilal al-Qur ’an, (Terj: Abdul Hayyie
zal-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.
=

Z6Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur’an al Karim,

(Mesir: Dar al-Hadis, 1364 H), hlm. 764-768.
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melakukan atau mengerjakan, sehingga kata wali bermakna orang yang
menolong.?’

Dalam bahasa Arab, kata “wali” disebut juga dengan al-waliy,
muannastnya al/-waliyyah dan bentuk jama’nya al-awliya’ berasal dari
kata walayali-walyan dan walayatan yang berarti mencintai, teman
dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang
yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud
dengan perwalian dalam terminologi para fugoha’ sebagaimana yang
telah dirumuskan oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa wali merupakan
kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara
langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung
(terikat) atas seizin orang lain.?

Menurut Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam kitab A/-
Figh Al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi’i, menjelaskan

tentang wali bahwa :
ol o8 A Sl g b oralll s ARl ey o6 Al e iy

43355 o a5y el e JE S o
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2'Soraya Devy, Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press,
014), him. 6.

BMuhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT.
ajaGrafindo Persada, 2005), him. 134-135.

ZMustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, Al-Figh Al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam Asy-

Syafi’i, juz IV, (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), hlm. 60
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Artinya : “Perwalian secara bahasa bermakna cinta atau
pertolongan, sedangkan menurut syari’at perwalian
ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan
pengawasan atas keadaannya”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali diartikan
sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang
melakukan janji nikah dengan laki-laki yang akan dinikahkan.*

Sedangkan wali dalam pernikahan diartikan sebagai orang yang
berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang
menjadi pilihannya. Adapun yang berhak menjadi wali dalam
pernikahan adalah wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon
mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon
mempelai perempuan dari jalur pihak ayah sesuai dengan ketentuan
hukum Islam.3! Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk
oleh Kementerian Agama atau pejabat yang yang ditunjuk olehnya,
yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah

dalam hal ini adalah kepala KUA.*

sey JiieAg uejng jo A}IsIaAIU) dTUWIR|S] 3}e}S

I

nery w

%0Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
ndonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 1007

$1zurifah Nuruddin, Perkawinan Perspektif Figih, Hukum Positif dan Adat di Indonesia,
Bengkulu : El Markazi, 2020), hlm. 115

$2Badan Kesejahteraan Masjid, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta : tp,

1992), him. 29
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Wali nikah menjadi salah satu dari rukun nikah yang wajib
dipenuhi, maka tidak sah nikah jika tidak ada wali.*® Kedudukan dan
keberadaan wali nikah merupakan hukum dasar yang sangat penting
dalam menentukan status hukum suatu perkawinan.®* Jika wali nikah
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak untuk menjadi wali
nikah, maka perkawinan itu hukumnya batal baik secara hukum agama

maupun hukum positif.*®

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Jadi, secara umum wali adalah seseorang yang keberadaannya
dan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap segala sesuatu
dan atas nama orang lain.*®* Sedangkan wali nikah dalam suatu
perkawinan adalah seseorang yang bertindak yang memiliki hak untuk
menikahkan atau mengawinkan atas nama mempelai perempuan dalam
suatu akad nikah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian,
hukum Islam merujuk pada Al-Qur’an, Hadits, Qiyas dan [jma’ ulama.
Adapun dasar hukum mengenai wali dalam pernikahan terdapat dalam

Surat Al-Baqgarah ayat 232.

33Moh. Rifa’l, dkk, Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang : PT. Karya Toha
utra, 1978), hlm. 277

M JjiedS ueng yo AJIsidArup) drwesy 3jeis

= 34Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum
ETertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 110

z 3

5 °Ibid, hlm.111

=

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006),
hlm. 69.
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\;\W\))\&;&w\&;,i;;,\)u&@,\wp;u\;m 315
)ﬂ\}ﬂ\b\auﬁ}r)\.ad{ux«ajaﬁj;ﬂb J}JA-JL’)/’/ ’/\
RYELERE: (.ua:m,;@; ;.ﬁgjxvﬁ;fv\

Artinya : Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah
sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali)
menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon)
suaminya®’ apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka
dengan cara yang patut. ltulah yang dinasihatkan kepada
orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan
hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci
(bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu
tidak mengetahui ®

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Dalam surat al-Bagarah ayat 232 ini menjelaskan bahwa
seorang wali tidak boleh menghalangi anak perempuannya untuk kawin
dengan bakal suaminya, hal ini menunjukkan bahwa peran seorang wali
sangat penting dalam proses terlaksananya suatu pernikahan anak

perempuannya. Hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 :

T8 1455 5 S Sikee e Gkl Seo s 45T
V.J.C c.v\j 403\) 4\\..4.9 U.A ‘O.S\ E..@.’j:j

Artinya . Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu® dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari

37 Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang

M J1IeAgQ uel[ng Jo AJISISATU[) dDIWR[S] 3}e1§
o
£

38K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : PT Syaamil Cipta
ed1a 2019), hlm. 37

HEI%UJ!SE

%Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak
bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.
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hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.
Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada
mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.*°

Jelaslah dituntut kepada wali agar segera mengawinkan atau
menikahkan orang-orang sendirian (atau anak perempuannya) dan
orang-orang yang sudah layak kawin baik hamba sahaya yang laki-laki
maupun hamba sahaya yang perempuan.

Demikian juga dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :
Gl G Ae Ges3se e s B ia O Ol (2
AL iy () iy &aialoal W 06 alg e L
a8 (e D0 Ly el Ll Ly 030 b (Il GAIKE (Ll
P R PG IV AT A AT SNt R PSR D
41.(L§5A)ﬂ\j

Artinya : “dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah,
sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda
Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa
seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal,
nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka
baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar
dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula
apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka

penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai
wali”. (HR. Abu Daud)

nepy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) JTWER[S] 3)€IG

40K ementerian Agama RI, op. cit, hlm. 354

4 Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz 2, (Surabaya : Maktabah Dahlan, 2009), hlm. 95
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Menurut hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang
menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal dan bagi wali yang
enggan atau bertentangan tentang wali nikah karena tidak mau
menikahkan anak perempuannya maka penguasa (wali hakim) yang
akan menjadi walinya karena dianggap tidak mempunyai wali.

Dalam buku Muhammad Yazid al-Qozwaini sunan Ibnu Majah

menjelaskan bahwa :
GAa JBEall olgoa G Aass WS oSl sl G Jhes WS

O3 08 JB350h o (8 (w0 3384 o ghaall (i Al

° °

£33 G o A5 8 endi 8lal £33 V5 308l £33 ) 4
42'(\ & &5

Artinya : “telah diriwayatkan kepada kami Jamil bin al-Hasan al-
‘Atiki, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin
Marwan al-Uqaili, telah meriwayatkan kepada kami Hisyam
bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah
berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang
perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan
juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri
sendiri, karvena hanya perempuan berzinalah yang
menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah)

Dari penjelasan hadits ini cukuplah bagi kita bahwa wajib
adanya wali dalam suatu pernikahan. Jika tidak ada wali maka nikahnya
batal, bahkan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya
sendiri karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya

sendiri.

42Muhammad Yazid al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, juz 1, (Dar al-Fikr, 2009), hlm. 605
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Demikian juga dengan pendapat para fugaha’ (ahli fiqih) tentang

perwalian dalam nikah :

Pandangan Mazhab Syafi’i, bahwa dalam hal ini diwakili oleh Imam
Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husna al-
Dimsqi al-Syafi’l dalam kitabnya Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat
al-Ikhtisar, dijelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah,
tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.*3

Menurut pandangan Mazhab Imam Maliki. Menurut Imam Malik
sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa tidak terjadi
pernikahan kecuali dengan wali. Wali nikah adalah sebagai syarat
sahnya suatu pernikahan demikian juga sebagaimana yang di riwayat
Asyhab (kelompok sahabat). Atas pemikiran Imam Malik inilah para
pengikut Imam Malik lebih tegas berpendapat bahwa wali nikah
adalah bagian rukun nikah, tidak sah nikah tanpa adanya wali.**
Pandangan Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab hanafi pada dasarnya
sama dengan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’l. Ketiga Mazhab
tersebut menganjurkan nikah harus dengan menggunakan wali,
karena adanya wali itu sangat penting dalam menentukan sah atau

tidaknya suatu pernikahan.*

nery wigey jiiedg uej ng jo AJIsIaAru) d1wWe[s] ajeis

BAd-Dimsyiqi, Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar; Jilid 2, (Beirut : Dar al Fikr,
004), him. 48

4 Adurrahman al-Juzairi, Figih ‘Ala al-Mazahibil al-Arba’ah, Jilid 4, (Beirut : Dar Al Fikr,
990), him. 46

“Dedi Supriadi, Figih Munakahat Perbandingan, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), him.

N
(o))
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4. Mazhab Hanafiyah. Pendapat mazhab Hanafiyah berbeda dengan
pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i. Imam Hanifah,
Zufar, Al-Syatibi dan al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang
perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, sedangkan
calon suaminya sebanding (sekufu), maka nikahnya itu boleh (sah).*®

Berdasarkan pendapat para fuqoha’ diatas dapat dipahami

bahwa sebagian besar ulama menjadikan wali nikah sebagai rukun dan

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

syarat sahnya suatu perkawinan, dalam hal ini berbeda dengan Mazhab
Hanafiyah dan Zufar, Al-Syatibi dan al-Zuhri bahwa pernikahan wanita
tanpa adanya wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu),
maka nikahnya adalah sah.
3. Syarat Wali Nikah
Wali didalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak
mungkin dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seorang harus
memenuhi syarat yang sudah disusun oleh ulama, diantaranya adalah:
a) Islam, seorang ayah yang bukan bergama Islam tidak menikahkan
atau menjadi wali bagi pernikahan anaknya yang muslimah. Begitu
juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah (atheis). Ini
merupakan pendapat jumhur Ulama diantaranya Imam Malik,
Imam Syafi*i, Abu Ubaid. Berikut dalil haramnya seorang kafir

menikahkan anaknya yang Muslimah :

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

4Tihami dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat Kajian Figih Lengkap, (Depok : Rajawali
Press, 2014), hlm. 91,. Lih. Juga Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih Para Mujtahid,
(Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 409
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Artinya : Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga
mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan
yvang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik,
meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu
menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang
beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba
sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-
laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar
mereka mengambil pelajaran.*’

Berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah
bila menjadi wali bagi pernikahan anaknya, meskipun gilanya
hanya kadang-kadang. Terlebih lagi gila yang terus menerus tidak
ada perbedaan diantara keduanya menurut pedapat yang paling
benar.

Baligh, seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau
belum baligh, tidak sah bila menjadi wali nikah bagi saudari
wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

Merdeka, maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya

atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal,

47 Kementerian Agama RI, op. cit, hlm. 35
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baligh. Meskipun ada sebagian Ulama yang membolehkannya,
namun menurut pendapat yang palih kuat adalah ia tidak boleh
menjadi wali.

e) Laki-laki, jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah.

f) Adil, berarti kelurusan agama, seseorang disebut adil dengan
melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai
dosa yang besar, seperti zina, minum khamar, durhaka kepada
kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Mazhab Syafi“i
menetapkan syarat adil, dasar pendapat mereka adalah hadits

Rasulullah.
O35 133 J (sl V) 218 ¥ 1 D il o
Perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan
kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang
fasik. Keadilan dituntut cukup keadilan yang bersifat zahir (jelas).

Karena pensyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu

hal yang sangat sulit di ukur dan berat untuk dilaksanakan.*®

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

48Al—Baihaqi, Sunan Kubro Al-Baihaqi, Juz 5, (Maktabah Syamilah), him. 204

49Wahbah Al-Zuhaili, op. cit, hlm. 186
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4. Macam-macam Wali Nikah
Bagi Fuqoha’ yang memegangi adanya wali, macam-macam
wali itu ada tiga, yaitu : wali nasab (keturunan), wali penguasa
.50

(sulthan/hakim), dan wali Muhakkam/wali bekas tuan (maula

a) Wali Nasab
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Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab
dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.®® Definisi
tersebut menjelaskan bahwa wali nasab adalah wali yang memiliki
hubungan darah dengan mempelai Perempuan dari garis ayah.
Dilihat dari kata nasab bahwa yang berhak menjadi wali adalah
orang-orang yang masih kerabat. Jadi wali nasab adalah wali yang
berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan
nikah.>

Adapun urutan wali nasab yang paling berhak menurut Imam

Abu Suja’ dalam matan A/ -Ghayah wa Taqrib adalah :
S s G E B Y sl s G e S s
B e 4l @l & S ES @ s S G @

oW ‘
. . W
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0Tbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid : Analisa Figih Para Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Amani,
007), him. 419

S1Tihami dan Sohari, Figih Munakahat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), him.

2 Amir Syarifuddin, op. cit, hlm. 75
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Artinya : “Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek dari ayah,
saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah,
anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-

lakinya saudara laki-laki seayah, paman, dan anak laki-

lakinya paman, berdasarkan tertib urutan ini.>

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang berhak
menjadi wali adalah pewaris ashabah dari calon mempelai Wanita.
Adapun urutan penyebutan dalam keterangan Abu Suja’ itu
merupakan urutan prioritas yang berhak menjadi wali nikah. Jika
ternyata semua pihak keluarga atau wali nasab di atas tidak ada,
maka alternatif terakhir yang menjadi wali ialah wali hakim.

Orang yang termasuk kedalam wali nasab dibagi menjadi dua
yaitu wali agrab dan wali ab 'ad. Wali agrab yaitu ayah kandung dan
ayah dari ayah kandung (kakek), keduanya mempunyai kekuasaan
yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia
dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa
meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan
seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakharusan meminta pendapat
dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih
muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.
sedangkan wali ab 'ad yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-

laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki

3Imam Abu Suja’, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, (Surabaya : Al-Hidayah, 2000), hlm. 31
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seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan
anak paman seayah.”*

Adapun wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21
yaitu : wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang
lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon
mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah,
kakek dari pihak ayahdan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga :kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-

laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.>®

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali dari hakim atau Qadhi. Adapun orang-
orang yang berhak menajadi wali hakim adalah kepala

pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadhi nikah

nery ujisey JireAg uejng jo A}JIsSIdAIU) dJTWER[S] 3)€IG

2010), hlm. 118.

%4Siti Zulaikha, Figih Munakahat 1, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 69

S5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Presindo,
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yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita
yang berwali hakim.>®

Wali hakim di Indonesia adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak
sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak
mempunyai wali. Adapun dasarnya yaitu sebagaimana hadits dari

Aisyah riwayat Ahmad bin Hanbal bahwa :

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

&Y 08 dly alle iy JTa i 0305 06 S Rdle (e
5743 &35 Y G &l (a5 o5 V)
Artinya : “dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :
tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan
penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai

wali”. (HR. Ahmad bin Hanbal)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2019 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai
wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali
hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

(1) Wali nasab tidak ada

(2) Walinya adhal

S6Slamet Abidin, Figih Munakahat, Jilid 2, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 90-

eIy WlIsey JiIeAg uej[ng jo A3ISIaATu) d1we[s] ajeis

5" Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 3, disertai catatan
Spingggir (hamisy) dari Ali bin Hisam al-Din al-Mugqti, Muntakhab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam
wa Af’al, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), hlm. 377
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(3) Walinya tidak diketahui keberadaannya

(4) Walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena
dipenjara

(5) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam

(6) Walinya dalam keadaan berihram

(7) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri®®.

¢) Wali Muhakkam

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Wali Muhakkam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon
mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah karena
wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan
wali hakim tidak ada, maka perkawinan dilangsungkan dengan wali
muhakkam sesuai yang telah diangkat oleh kedua calon mempelai.*

Kebolehan wali Muhakkam tersebut harus terlebih dahulu
dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim,
kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang
semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya

peristiwa nikah tersebut.®

%8Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan, (Jakarta :
019), him. 12

§PY] JIIeAg uej[ng Jo AJISIaATU() dWR[S] 2}e}S

I

SAhmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas
ukum Universitas Islam Indonesia, 1996), him. 42

neny w

Dedy Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), him. 114
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5. Urutan Wali Nikah
Wali yang berhak mengawinkan perempuan adalah ‘ashobah
yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Ini adalah
pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah yang memasukkan kerabat
dari ibu dalam daftar wali.%! Dalam beberapa literatur figih dijelaskan
tentang urutan wali. Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai

berikut :

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

(1) Ayah Kandung

(2) Kakek dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
(3) Saudara laki-laki sekandung

(4) Saudara laki-laki seayah

(5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

(6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
(8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

(9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)

(10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

(11) Anak laki-laki paman sekandung

(12) Anak laki-laki paman seayah

(13) Saudara laki-laki kakek sekandung

(14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

Nery urised| _.]I.IE[{S uej[ng jo AIISIBAEHH JIUTe|S] 2}elg

61K hairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta : Pustaka Azzam,
2007), hlm. 221
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(15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
(16) Wali hakim (apabila wali-wali tersebut tidak ada)

Para fugaha’ berbeda pendapat tentang urutan-urutan wali
nasab.®? Adapun perbedaan urutan wali menurut para Imam Mazhab
adalah sebagai berikut :

Menurut Imam Malik urutan wali sebagai berikut : Ayah,
penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (dari wanita yang akan
menikah itu, sekalipun hasil zina), saudara laki-laki, Anak laki-laki dari
saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan Hakim.5®

Menurut Imam Hanafi urutan wali adalah : Anak laki-laki (dari
wanita yang akan menikah itu, sekalipun hasil zina), cucu laki-laki (dari
pihak anak laki-laki), Ayah, Kakek (dari pithak ayah), saudara kandung,
saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak
saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), dan anak paman.®*

Menurut Imam Syafi’i urutan yang berhak menjadi wali yaitu :
Ayah, kakek (dari pihak ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-

laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah),

Anak paman, dan Hakim.®

neLy wigey JiieAg uej ng jo AJIsIaAru) d1we[s] ajeis

®2Ibnu Rusyd, op. cit, him. 419

®3Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: PT.Lentera Basritama,
001), hlm. 349

84K amal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz
, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), him. 268

8 Abd Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2012). hlm. 165
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Sedangkan menurut Imam Hambali yang berhak menjadi wali
yaitu Ayah, Kakek, Anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki,

keponakan, paman, sepupu dan Hakim.®

B. Teori Tentang Taukil Wali

1. Pengertian Taukil Wali

Didalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun
pernikahan yang mayoritasnya tidak langsung menikahkan sendiri anak
perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang dapat
dipercaya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali
mewakilkan dikenal dengan faukil wali dan tentunya harus dipahami
terlebih dahulu makna dari taukil wali tersebut.

Kata faukil merupakan suatu bentuk masdar yang berasal dari
kata wakkala, yuwakkilu, taukilan yang berarti penyerahan atau
pelimpahan.®” Ada beberapa pengertian taukil diantaranya ialah proses,
cara, dan pembuatan melimpahkan wewenang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia.®® Kemudian kata al-wakalah merupakan pengertian
dari perwakilan. Dimana menurut bahasa mempunyai arti al-Hifz, al-
Kifayah, al-Daman, dan al-Tafwid yang mempunyai arti sebuah

penyerahan, pemberian mandat serta sebuah pendelegasian.%

neil
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%Masyur A.B, dkk, Figh Lima Mazhab, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 347-

7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Surabaya:
ustaka Progresif, 1997), him. 1579.

88 Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

8 Hendi Suhendi, Fikih Mua’amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him. 231.
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Adapun wali (dalam pernikahan), sesuai dengan beberapa
landasan teori yang telah penulis paparkan diatas mengenai pengertian
wali nikah. Jadi, wali merupakan seseorang yang mempunyai
kewenangan penuh atas segala perbuatan hukum seseorang yang
diwalikan olehnya termasuk dalam hal perkawinan seseorang. Jadi
disini wali nikah merupakan seseorang yang memiliki kewenangan
untuk mengawinkan perempuan yang berada pada perwaliannya yang
mana perkawinan perempuan tersebut menjadi batal tanpa adanya wali
nikah.”

Jadi, melihat potongan-potongan pengertian diatas mengenai
taukil, wakalah, wali maka dapat penulis simpulkan bahwa taukil wali
dalam perkawinan mempunyai definisi sebagai bentuk atau proses
pelimpahan wewenang atau kekuasaan oleh seorang wali nikah kepada
seseorang lainnya untuk melaksanakan amanah dalam perkawinan
sebagai seorang wali yang menggantikan posisi wali yang lebih berhak

sebab wali nikah yang lebih berhak telah berwakil kepadanya.

2. Dasar Hukum Taukil Wali

Peristiwa faukil diperbolehkan dalam Islam, sebab hal tersebut
termasuk dalam kegiatan tolong menolong atas dasar kebaikan terhadap
sesama manusia. Sesuai dengan anjuran Firman Allah dalam surat al-

Maidah ayat 2 :

OHilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007),
him. 88
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O\m\\ﬁ d\ju\)(ﬂx&\ \,,xzwjrﬁ\jﬂx&\
il w«m

-

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah sangat berat siksaan-Nya."

Selain firman Allah di atas, ada lagi yang menjelaskan tentang
kebolehan seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, Al-Qur’an

surat al-Kahfi ayat 19, menjelaskan bahwa:

\,Ju;s:.JVSWJJuJuW/;u%mJS
Jl?éi’ 5855 06 1 T 55 16 e 5
5 il i 1L s §3 T 5l

Artinya : Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling
bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di
antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada
(di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari
atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata,
“Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di
sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia
melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa
sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia
berlaku  lemah lembut dan jangan  sekali-kali
memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.’

X

nepy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) JTWER[S] 3)€IG

"1 Kementerian Agama RI, op. cit, him. 106

2 Ibid, hlm. 295
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Ayat di atas mengandung inti bahwa seseorang boleh berwakil
kepada orang lain dalam menjalankan haknya termasuk dalam hal jual
beli. Mohammad Anwar, dalam bukunya Fikih Mu’amalah menyatakan
bahwa faukil itu diperbolehkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang
berhubungan dengan suatu pekerjaan seperti pengambilan barang,
menanggung suatu kewajiban, atau pengaakadan seperti halnya jual
beli, perkawinan, perceraian, rujuk, talak, pengaduan dihadapan
seorang hakim, dan lain sebagianya. Kecuali perihal ibadah kepada
Allah seseorang tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali
berwakil dalam hal ibadah haji, mengqada’ ibadah sebab sakit keras,

pikun, dIl.”

3. Macam-macam Zaukil Wali

Taukil wali di dalam pernikahan terbagi menjadi dua macam,
yaitu :

a) Taukil Wali Bi Al Lisan, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan
atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang
untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya
sebagai wali tersebut, dengan sighat atau akad wakil secara ucapan
kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilkannya.

b) Taukil Wali Bi Al Kitabah, ialah sebuah bentuk penyerahan
kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada

seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan

SMoh. Anwar, Fikih Islam: Mu’amalah, Munakahat, faroid, dan Jinayah, (Bandung: al-

Ma’arif, 1988), hlm. 61-62
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kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan sighat atau akad
wakil berupa tulisan dan diberikan kepada orang yang
mewakilkannya.
4. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab Taukil Wali
Dalam pelaksanaan taukil terdapat beberapa rukun dan syarat
yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam faukil wali.
Adapun rukun serta syarat-syarat faukil wali ialah sebagai berikut:’
a) Adanya Muwakkil (orang yang berwakil)

Dalam proses Taukil Wali haruslah ada orang yang akan
mewakilkan dirinya kepada orang lain. Dan orang yang berwakil
juga haruslah memenuhi syarat sebagai orang yang sah dalam
melakukan perbuatan hukum, dalam artian tidak ada hal yang
menghalanginya sehingga suatu perbuatan hukum yang
dilakukannya menjadi fasad atau rusak, seperti: orang gila yang
tidak sempurna akalnya dan anak kecil yang masih dalam
pengawasan walinya.

b) Wakil
Wakil merupakan orang yang menerima pelimpahan dalam

menjalankan wewenang muwakkil. Sama seperti muwakkil , wakil

harus orang yang tidak terhalang dalam melakukan perbuatan

Nery urised| _.]I.IE[{S uej[ng jo AIISIBAEHH JIUTe|S] 2}elg

206.

"*Wahbah Al-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him.
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hukum. Selain itu, wakil haruslah: beragama Islam, balig, laki-laki,
dan adil.
Muwakkil Fih

Muwakkil Fih merupakan sesuatu yang diwakilkan. Dalam akad
taukil wali perkawinan, muwakkil fih disini ialah kewenangan
menikahkan perempuan yang walinya berwakil kepada orang lain
untuk menjadi wali yang menikahkan perempuan tersebut.

Sighat

Sighat dalam taukil wali perkawinan merupakan bentuk ucapan
atau lafaz dari muwakkil (orang yang berwakil) kepada wakil atas
sesuatu yang diwakilkannya. Dalam hal ini adalah berwakil kepada
wakil untuk menjadi wali nikah dari seorang perempuan.

Bentuk sighat juga harus jelas sebab kejelasan sighat juga
berpengaruh terhadap syarat akad taukil wali dalam perkawinan.
Dan sighat inilah yang menjadi pembeda antara taukil wali bi-al-
lisan dengan taukil wali bi-al-kitabah.

Sighat dalam taukil wali bi-al-lisan biasanya diucapkan
langsung oleh wali yang berwakil kepada wakil pada saat akad
perkawinan akan dilangsungkan. Contoh bentuk sighat wakil atau
ucapan penyerahan wali kepada wakil: “saya mewakilkan kepada
engkau untuk menikahkan salah seorang putriku si fulanah dengan
si fulan dan dengan mas kawin yang sudah disepakati oleh kedua

belah pihak™.
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Kemudian, wakil menjalankan wewenangnya sebagai wali
dalam akad nikah tersebut. Namun, wakil juga harus menyebutkan
bahwa dirinya merupakan wakil dalam proses akad nikah, sehingga
contoh redaksinya seperti ini pada saat menikahkan kedua
mempelai, “Wahai Fulan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau
dengan Fulanah binti (nama wali yang berwakil), yang walinya
telah berwakil kepada saya dengan maskawin sebentuk cincin emas
tunai..”

Sedangkan bentuk sighat penyerahan kewenangan akad nikah
wali kepada wakil secara bi-al-kitabah redaksinya sama, hanya saja
tidak diucapkan secara lisan melainkan dengan tulisan (surat).

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya faukil

wali yaitu :

a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan

urusannya dikarenakan sibuk.

b) Urusannya berada ditempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.

¢) Seorang wali yang tidak mengetahui prosedur atau tata cara

melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.

d) Seseorang yang mempunyai urusan atau udhur syar’i contohnya

sakit.
5. Taukil Wali Nikah dalam Undang-Undang Indonesia
Di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai

masalah taukil wali ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum
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Islam Pasal 28 yang berbunyi, “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara
pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan
kepada orang lain”. Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul
untuk mengangkat kembali ijtihad pada umat Islam di Indonesia yang
bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena
suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan
dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan
hukum-hukum Allah swt dalam al-Qur‘an maupun sunnah.”

Kemudian terkait faukil wali ini diatur juga dalam peraturan
terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang
berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali
nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/
PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Pasal ini
menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat
surat taukil wali dihadapan KUA setempat”.”®

Dijelaskan juga faukil wali dalam Pasal 11 ayat (5) PMA No 19
tahun 2018 juncto Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang

berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus

membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan

nery wisey JIIeAGQ ue)[Ng JO AJISIIATU[) dDIWR]S] 3}e1§

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Departemen
gama R.1., 2001.

"Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan

Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jurnal: Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1, 2017), hlm. 63
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oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan
tempat tinggal wali”.”’

Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme taukil
wali bil al-kitabah ketika wali tidak bisa hadir saat akad nikah sehingga
ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat surat keterangan taukil

wali dihadapan kepala KUA tempat ia tinggal atau domisili dan

disaksikan oleh dua orang saksi.

C. Teori Tentang Maslahah

1. Pengertian Maslahah

Secara etimologi, kata 4slas (maslahah) jamaknya gluas
(masholih), berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia
merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa
Arab sering disebut dengan <! sl 5 Al (al-khoir wa al-showab), yaitu
yang baik dan benar. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan
zSu=iuY) yang berarti mencari yang baik.’®

Kata maslahah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal
dari i il (verb), yaitu gl (sholuha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya,
disamping kata maslahah merupakan bentuk adverb, ia juga
merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari

kata masdlih (jama‘, plural).”

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

" Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
8Romli, loc. cit

®Ibn al-Manziir, Lisdn al-‘Arabal-Muhit , Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.348



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

h)

3,
\Iyﬂ

-

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

51

Kata maslahah berasal dari kata bahasa arab 4slas (maslahah)
atau kalimat fi'il (verb) zl= yang bermakna baik.®’ Kata maslahah
memiliki bentuk lafadz yang sama dengan kata manfa’at, baik ditinjau
dari bentuk lafadz atau wazannya yakni berbentuk kalimat mashdar
(adverb) yang sama maknanya dengan kalimat al-shalah, sebagaimana
kata al-manfa’at yang sama dengan kata al-naf"u.8

Kata maslahah merupakan serapan dari kata maslahat dalam
bahasa Indonesia sebagaimana kata faecdah dan manfaat. Maka dengan
ini, kata maslahah bisa didefinisikan semakna dengan kata al- salah
(z2u<l)) yakni suatu hal yang lepas dari kerusakan atau hal yang penuh
dengan kebaikan.®? Menurut Ibn Mandzur, kata maslahah dalam kata
bahasa Arab, ini dianggap sama dengan kata al- salah (z><)) yang
berasal dari bentuk mufrad dari masalih (;=<). Dengan ini, setiap hal
yang mengandung sesuatu kebaikan (manfaat) dengan cara menolak
sesuatu yang tidak baik (merugikan) dan menarik sesuatu yang

menguntungkan (kebaikan) ini juga dapat disebutkan sebagai

maslahah.®®

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

8 Amir Syarifuddin, Ushul Fikih Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.
81Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 117.
8 Abu Yasid Adnan Quthni, Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum

'slam dan Solusi Problematika Umat, Jurnal As’Syari’ah Vol.5 No. 1 Januari 2019, hlm.4. Rahmad
woyafl’l, Ilmu Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 117.
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8A. Malthuf Siroj, Kontroversi Maslahah Prespektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali,
Jurnal At Turas Vol.2 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.5.
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Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum
adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti
menarik atau mengahasilkan seperti mengahasilkan keuntungan
(kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti
menolak kerusakan.34

Secara terminologi syara’, kata maslahah memiliki makna suatu
hal yang baik secara pandangan akal sehat yang mendatangkan
kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi
manusia yang selaras dengan syara’ dalam penetapan hukum.®

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, nampak bisa diambil
sebuah pemahaman bahwa maslahah merupakan kata yang berasal dari
bahasa Arab yang disebut sebagai segala sesuatu yang mengandung hal
kebaikan universal dan menolak segala keburukan.

Maslahah sering dikaitkan dengan kata mursalah. Adapun kata
mursalah memiliki arti terlepas atau bebas yang dimaksud tidak terikat
oleh syari’at agama baik dari Al-Qur’an dan hadist yang

memperbolehkan atau melarangnya.
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84Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, op. cit, hlm. 200
8 Amir Syarifuddin, Ushul Fikih Jilid III, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347,

8Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang,

1955), hlm. 43.
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Menurut Al-Syatibi  didalam kitab Muwaffagat, beliau
menyebutkan definisi maslahah mursalah adalah penemuan kasus baru
yang tidak terdapat dalil atau nash tertentu yang menyinggungnya dan
didalamnya mengandung sebuah kemaslahatan, namun hal tersebut
menyimpan kemaslahatan yang sesuai (a/-munasib) dengan tindakan
syara’. Kesesuaian dengan tindakan syara’ dalam hal ini tidak harus
didukung dengan dalil tertentu yang independen yang mengarah pada
maslahah tersebut, namun kumpulan dalil tersebut mampu memberikan
faedah secara pasti (gat’i). Apabila dalil gat’i tersebut mengandung
makna kulliy, maka dipastikan dalil kulliy tersebut berkekuatan setara
dengan satu dalil tertentu.®’

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan definisi maslahah mursalah
adalah suatu kemaslahatan dimana syar’i tidak mensyariatkan suatu
hukum untuk merealisir kemaslahatan itu. Dan tidak ada dalil yang
menunjukan diakui atau tidak diakuinya kemaslahatan tersebut.
Maslahah ini disebut mutlagah karena ia tidak terikat oleh dalil yang

menyalahkan atau membenarkan 8

2. Dasar Hukum Maslahah

Selanjutnya terdapat beberapa dasar hukum atau dalil yang
mendukung keberadaan maslahah, diantaranya yaitu firman Allah Swt

dalam Al-Qur’an Surat Yunus ayat 58 dan Al-Anbiya’ ayat 107 :

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

87Al—Syatibi, Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Ahkam, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t), hlm. 16.

8Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandanr dan Mobh.

Tholhah Mansur, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 84.
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-

O3t 2 5 34 5l A et i
Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia
Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka
bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang

mereka kumpulkan. 8
Karunia dalam ayat di atas adalah Alquran, sedangkan rahmat
membawa maksud agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah
mencintai-Nya. Nikmat Islam dan Alquran merupakan nikmat terbesar
bagi hamba-hamba-Nya. Allah Swt menyuruh untuk bergembira
dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat
menenangkan jiwa, meningkatkan semangat dan membantu diri
seorang hamba untuk bersyukur serta mendorong seseorang senantiasa
berbuat kebaikan dan kebajikan. Hal ini adalah gembira yang terpuji

berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan

kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.
Gl AN Sl sl g

Artinya : Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad),
kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*®
Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt menerangkan tujuan-Nya

mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

8 Kementerian Agama RI, op. cit, him. 215

% Ibid, hlm. 331
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membawa agama-Nya tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai
pembawa kebahagian bagi umat di dunia dan akhirat. Allah
mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi
semesta alam, sebagai mana kita lihat ajaran pokok ajaran Islam yang
dibawa adalah berasaskan keamanan, kemaslahahan dan kebahagian
dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang menerima rahmat dan
mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan
akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya,
niscaya dia akan menyesal dan rugi di dunia dan akhirat.%

Adapun dalil dalam hadits yang mendukung keberadaan

maslahah, yaitu :

ohia ) J305 G Al

anle il ol 5 Sl Y3 5ok Y ;0 a4

A & Gpags SAN Glon 0 B il (ol

Artinya : Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra,
Rasulullah saw bersabda, “Tidak ada mudharat
(dalam Islam) dan tidak boleh menimbulkan

mudharat”. (HR Ibnu Majah)
Hadits ini menekankan kepada kita agar jangan melakukan
sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jangan

membuat kemudharatan (sesuatu yang membahayakan) untuk dirimu

nery uise)] jiieAg uejng jo A3IsIaAru) dIuwe[sy aje3s

%1 Nasib ar-Rifai’ Mohd, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani,
000) hlm. 333.

92 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, (Beirut: Dar

al-Fikr, .t), him. 784.
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dan orang lain. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam
Syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan
menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya
sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun
kehormatannya dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya
segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat
ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah
terjadi (represif).*®

Adapun makna al-dharar dan al-dhirar sebagian ulama
menyamakan pengertian antara keduanya. Tetapi menurut sebagian
yang lain, al-dharar adalah membahayakan orang lain secara mutlak,
sedangkan al-dhirar adalah membahayakan orang lain dengan cara

yang tidak disyariatkan.®*

3. Macam-macam Maslahah

Metode pengambilan sebuah hukum melalui maslahah, juga
memiliki perincian sebagai berikut, yang disampaikan oleh Prof. Abdul
Karim Zaidan:

a. Al-Maslahah al-Mu tabarah, yakni Maslahah yang secara tegas
diakui oleh syari’at dan telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan
hukum guna merealisasikanya. Seperti dalam perintah untuk

berijtihad dalam pemeliharaan agama dari gangguan-gangguan

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

93 Wildan Jauhari, Kaidah Fiqih, (Jakarta : Rumah Figih Publishing, 2018), hlm. 6

% Ibid, hlm. 10
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musuh, kewajiban gishas dalam menjaga kelestarian jiwa, ancaman
hukum atas kelestarian menjaga akal, ancaman hukuman zina dalam
menghormati kemuliaan wanita serta keturunan serta ancaman

hukuman dalam pencurian guna menjaga harta.

b. Al-Maslahah al-Mulghah, yakni sesuatu yang dianggap Maslahah

oleh akal pikiran, namun dianggap palsu karena dalam
aktualisasinya yang bertentangan dengan syari’at. Misalnya
ancaman anggapan bahwa penyamaan bagian harta warisan antara
anak laki-laki dan wanita adalah maslahah. Namun hal tersebut
bertentangan dengan ayat Al Qur’an Q.S An-Nisa’ ayat 11 yang
menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki memiliki bagian dua
kali lipat lebih banyak dari perempuan. Adanya pertentangan itu
menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahah itu, bukan

maslahat dari Allah Swt.

c. Al-Maslahah al-Mursalah, yakni kategori maslahah ini yang

dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yang memiliki definisi
yang telah disebutkan diatas. Maslahah ini dikategorikan maslahah
yang berkaitan dengan hal muamalah yang tidak ada ketegasan dalil
yang menjadi sebuah dasar hukum terhadapnya dan tidak ada
perbandingan dalil antara al-Qur’an dan Hadist yang dapat
digunakan dalam sebuah analogi. Seperti peraturan lalu lintas
dengan adanya beberapa rambu-rambu yang bermacam-macam.

Peraturan tersebut tidak ada dalil secara khusus baik yang bersumber
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dari al-Qur’an dan Hadist. Namun peraturan tersebut selaras dalam
tujuan syari’at yakni dalam tujuan pemeliharaan agama.*®
4. Kedudukan Maslahah Mursalah
Jumhur Ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah
merupakan asas yang baik terhadap dibentuknya hukum-hukum Islam.
Hanya saja ulama Hanafiyah dan Syafi’tyah mensyaratkan tentang

maslahah 1ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah giyas, yaitu

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat digiyaskan kepadanya dan
juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan
hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan
pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan
syara’, tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggap maslahah yang
dibenarkan syara’ ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan
syari’ (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang
merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada maslahah mursalah
yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.*

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak
membentuk hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan
ke dalam giyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia

mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar

% Aminuddin Ya’qub dan Nurul Irvan, Ushul Figih, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005),
Im. 149.
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9% Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya : Al Ikhlas, 1993), hIm. 196-
197.
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pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang dihadapi
haruslah termasuk bidang mu’amalah, sehingga kepentingan yang
terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut
tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan
tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh
bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga,
bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan
darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal
pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan,
akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan
dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal
penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.®’

Sebenarnya dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui
apa yang disebut maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan
Syafi’iyah berupaya memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka
dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati
dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan

Hanabilah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri

dengan nama maslahah mursalah.

Nery urised| _.]I.IEI{S uej[ng jo AIISIBAEHH JIUTe|S] 2}elg
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Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam, cet.1, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 48.
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5. Klasifikasi Maslahah Mursalah
Adapun Maslahah Mursalah yang dijadikan sebagai metode
hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara universal
dan tanpa terikat oleh hal apapun ini dibagi menjadi beberapa macam,
yaitu :

a. Al-Maslahah al-Daruriyyah
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Al-Maslahah al-Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan
dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan

ini di sebut al-mashalil al-khamsah.

. Al-Maslahah al-Hajiyyah

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan
dalam  menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar)
sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan
memelihara kebutuhan dasar manusia, atau kepentingan-
kepentingan yang esensial di bawah derajatnya al-maslahah al-
daruriyyah, namun dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar tidak
menemukan sebuah kesulitan yang dapat mencegah rotasi roda
kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang ibadah yang diberi
keringanan dalam meringkas sholat (jama’ atau qashar sholat) dan

berbuka puasa bagi orang yang bepergian dalam keadaan puasa,



)

g

£
)

|
'

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g
‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

NVIE VISNS NIN

&

Y|

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Nery urised| _.]I.IEI{S uej[ng jo AIISIBAEHH JIUTe|S] 2}elg

61

kemudian dalam bidang muamalah yang diperbolehkanya memburu

binatang dan aktifitas jual beli.
c. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah.

Al-Maslahah  al-Tahsiniyyah  yaitu  kepentingan-kepentingan

pelengkap yang ketika tidak terpenuhi maka tidak akan

menimbulkan kesempitan dalam roda kehidupan, sebab tidak terlalu

membutuhkannya dan hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidup

saja. Misalnya anjuran dalam memakan makanan bergizi,

menggunakan pakaian yang rapi dan bagus, dan berbagai jenis cara

menghilangkan najis dari tubuh manusia.®

Selain melihat dari beberapa kategori maslahah mursalah di

atas, di sisi lain juga perlu memperhatikan kemurnian metode maslahah
mursalah yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam, maka metode
tersebut harus memiliki dua dimensi, yakni sisi pertama dalam hal
tersebut harus selaras dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam
nash al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw. Sisi kedua harus
mempertimbangkan terdapat kebutuhan manusia yang selalu
mengalami perkembangan sesuai perkembangan zaman. Kedua sisi ini

harus menjadi dicermati dalam pengambilan hukum Islam yang

berdasarkan atas maslahah mursalah tersebut.

%Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma shum, et al., Ushul Figih, Cet.

9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426.
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Ruang lingkup dalam penerapan maslahah mursalah selain
berlandaskan pada hukum secara syari’at secara umum, namun harus
dicermati pula dalam hal yang berkaitan dengan adat dan relasi antara
sesama manusia dengan manusia yang lain. Dengan kata lain maslahah
mursalah hanya mencakup kemaslahatan yang berkaitan dengan
muamalah.

Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah menjadi salah satu metode dalam
pengambilan hukum Islam, meski masih banyak perbedaan pandangan
dalam hal ini. Oleh sebab itu, para Ulama’ memberikan beberapa syarat
yang begitu selektif dalam menggunakan metode ini sebagai kehujjahan
ketika tidak ada dalil nash Al-Qur’an ataupun Hadist yang mengarah
pada suatu permasalahan secara jelas. Imam Malik memberikan
beberapa syarat dalam metode maslahah mursalah, yaitu sebagai
berikut® :

a. Adanya kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai
sumber dalil yang berdiri secara individu dalam tujuan-tujuan
syari’at (magqasid syari’ah). Oleh sebab adanya pesyaratan ini,
maka sebuah maslahah tidak boleh bertentangan dengan dalil gat i,

namun harus sesuai dengan tujuan syari’at. Seperti sebuah

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

®A’yunina Mahanani, Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan
Perempuan Dalam Perkawinan Prespektif Maslahah Al-Mursalah, hlm. 86. Muhammad Al-Syatibi,
Ushul Figh Terj. Saefullah Ma’shum dkk, Cet. 2, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), him. 427.
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kemaslahatan itu tidak berasal dari suatu hal yang asing, meski tidak
ada penguatan dalil syar’i didalamnya.

Maslahah 1tu harus masuk dalam kategori (rationable) masuk akal
yang memiliki sifat-sifat yang selaras dengan pemikiran
rasionalitas, yang mana ketika hal tersebut dihadapkan pada
kalangan ahli rasionalitas itu bisa diterima.

Penggunaan dalil Maslahah ini adalah bertujuan untuk menolak
kesulitan yang terjadi. Dalam pemahaman, bahwa ketika Maslahah
ini tidak digunakan, maka akan mendatangkan sebuah kesulitan
bagi manusia yang mengalami sebuah permasalahan yang berkaitan
dengan hukum syari’at yang tidak ada dalil nash Al-Qur’an dan

Hadist secara jelas. Seperti Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hajj

ayat 78 yang berbunyi:
Al ..l T R a AR (R ERE
Al 3 S Jas e (SB35 i B A 3 alss

&

. s V/ 5 T4 . y A - 3 8 _
138 ¢35 28 G Gabecd) S0z 3 el S Al 52 5
LI SO ST, SN AP ST
5230 BN e aTis 1855 oSG Wiz Jyasl &)
\ e T A ;As'l _ /‘1 }\//\1
i dpall i 1Sy ey sl 5,531 1515 6,0

Artinya : Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-
benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan
kesulitan untukmu dalam agama. (lkutilah) agama
nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah
menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu
dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar
Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan
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agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.
Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan
berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah
pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan
sebaik-baik penolong.*®°

Dalam potongan ayat tersebut yakni berupa ¢l 8 2Kl Jra s

'EC» & menunjukkan bahwa Allah Swt tidak menjadikan sebuah
kesulitan dalam agama.

Adapun menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa maslahah
mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ketika hal tersebut
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Hal tersebut berupa kemaslahatan yang sebenarnya (bukan hal yang
bersifat dugaan atau prasangka saja, namun yang berlandaskan
sebuah penelitian. Dalam pembahasan tersebut juga mengandung
unsur yang fakta dalam menarik kemaslahatan dan menolak
kerusakan.

b. Hal tersebut berupa kemaslahatan yang bersifat universal, bukan
untuk kepentingan individual, namun bagi keseluruhan (universal).

c. Hal tersebut berupa kemaslahatan yang tidak menyimpang atau
bertentangan dengan dalil Nash Al-Qur’an dan Hadist serta ijma’

Ulama’.1%?

nepy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) JTWER[S] 3)€IG

100K ementerian Agama R1, op. cit, him. 341

101 Abdul Wahab Khalaf, op. cit, hlm. 125.
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7. Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

Masa Nabi Muhammad saw. merupakan masa awal
pertumbuhan hukum Islam. Nabi Muhammad saw. Membawa wahyu
Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis dalam suatu
kumpulan wahyu yang disebut al-Qur’an.

Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang berkenaan
dengan persoalan hukum ibadah (salat, puasa, zakat, dan haji) dan
muamalah (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya)
yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah di dalam al-Qur’an. Untuk
memahami ayat-ayat hukum dimaksud, memerlukan suatu metode
pendekatan khusus di antaranya metode autentik. Metode dimaksud,
menurut Hazairin adalah suatu metode yang membadingkan semua ayat
yang ada di dalam al-Qur’an dalam suatu masalah yang memerlukan
pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat,
pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu melakukan penelitian terhadap
hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan suatu ayat al-Qur’an yang
bersifat umum. Hal yang demikian itulah sehingga disebut masa Nabi
Muhammad saw sebagai periode awal pertumbuhan dan penimbaan
hukum Islam.%

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat

Nabi, maka otoritas tasri’ jatuh ketangan generasi tabi’in kemudian tabi’

nexy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

1027 ainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2013), hlm. 58
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tabi’in dan seterusnya. Setelah masa sahabat, dalam rangka
memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh umat
Islam, para ulama para ulama tetep berpegangan kepada al-Qur’an,
sunnah, dan ijma’ para sahabat. Tidak menemukan hukumnya, maka
para ulama dalam menggali hukumnya memakai metode istinbath
hukum.

Dalam kaitannya dengan persoalan yang masih dibahas,
menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur*an dan Sunnah, Ijma® dan
Qiyas adalah sebagai sumber dan dalil yang disepakati oleh jumhur
ulama, sekalipun mereka berbeda dalam kadar pengunaannya. Keempat
tersebut mendapat landasan hukum yang kuat dari Al-Qur’an, yang
terdapat dalam surat An-nisa’ ayat 59.

Selain keempat macam hukum tersebut sebagaimana telah
disebutkan di atas, merupakan sumber dan dalil hukum yang telah
disepakati ada juga beberapa dalil hukum yang belum disepakati seperti
istihsan, maslahah mursalah, istishab, mazhab sahabat, dan juga
syara’ qablana.**®

Perkembangan zaman dengan segala produknya berimplikasi
pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. pola hidup, gaya hidup
dan prilaku masyarakat berkembang dinamis. hal ini secara otomatis
bersentuhan dengan aspek-aspek hukum Islam. artinya, perkembangan

tersebut sering memunculkan fenomena atau permasalahan yang secara

193Musnad Razin, Ushul Figih I, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), him. 64
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hukum Islam belum diatur secara spesifik oleh fikih klasik, oleh karena
itu perlu dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan
produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui
ijtihad kontemporer.

Maka maslahah juga merupakan metode pendekatan istinbath
(penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara ekplisit
dalam al-Qur*an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menentukan
pada aspek maslahat secara langsung.

Maslahah — mursalah  adalah  kajian hukum  dengan
mempertimbangakan aspek kemaslahatan serta menghindari kebiasaan
untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara ekplisit dalam al-
Qur’an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang
diungkapkan secara induktif oleh al-Qur’an tidak berperan sebagai dalil
yang menunjukan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas
kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian sistem
tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecendrungan syara’ dalam
penetapan hukum Islam.'%

Selanjutnya telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan
waktu, ternyata berpengaruh kepada pembentukan hukum-hukum
syara’. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Alqur’an

Surat Al-Baqgarah ayat 106 :

194Hasbi Umar, Nalar Figih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 113
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Artinya : Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan
(manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan
vang lebih baik atau yang sebanding dengannya.
Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu?%®

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya

menginterpretasikan ayat di atas bahwa ”Sesungguhnya hukum-hukum
itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia
dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu
hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan
akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka
adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan
menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu
terakhir” 10

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat

tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran

di atas yaitu : “Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan

nepy wisey JireAg uelng jo A}JISId9AIU) JTWER[S] 3)€IG

105 K ementerian Agama RI, op. cit, hlm. 17

106 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), him. 187.
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untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan
sepanjang hidupnya”.1%

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-
Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul figh

yang berbunyi:

10835K2Y) 5 450 591 iR SKAY) 4

Artinya :  Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan

zaman, tempat dan keadaan.

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam
penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum
syari’i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari
Bahgdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan
membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada
mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim). Padahal ahli
fighnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah al-Qur’an dan al-Hadits
yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru
dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan
besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi’i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara gaul godim

dan gaul jadidnya Imam Syafi’i, maka jika dianalisa secara mendalam,

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

07 Sayyid Quthub, Tafsir fi zilalial-Qur an, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971), him. 136.

18 Syeikh Abu Bakar, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahiyyah,

(Kudus: Menara Kudus, 1977), him. 11.
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ternyata Imam Syafi’i telah menggunakan metode selain giyas juga
menggunakan istihsan dan maslahah mursalah. Sebagi contoh adanya
pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk
kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa “’tidak
sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah
pengampuan”. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum maslahah
sehingga kaedah umum itu diabaikan dan dalam masalah lain Imam
Syafi’i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan
hukuman gishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang
bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah
terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah
perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya gishas itu berlaku
secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan
perlindungan jiwa manusia maka gishas itu dapat juga kepada
kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.
Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas,
tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat.
Dengan demikian, jika syari’at Islam ini dipahami dengan mendalam,
maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah
al-mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari’at. Semua
hukum dalam al-Qur’an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan

(ibadah mahdloh) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum
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bagi masyarakat yang dikehendaki Allah dan ahli figh harus meneliti
dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.%®

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (maslahah
mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal
itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai

masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan

secara jelas dalam nash (al-Qur’an dan al Hadits).'°

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

199Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo
ress, 2008), hlm. 31-32
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara atau jalan menuju sesuatu, yaitu kegiatan ilmiah atau

11

ara kerja untuk memahami suatu objek penelitian,'!* atau suatu cara untuk

sng NINY!lw eidio yey @

Zmengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.'’> Metode

d

apenelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah

c
jalannya penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian
yang lebih efektif dan optimal.''® Penelitian harus bersifat sistematis dan logis
sehingga dapat dipertanggungjawabkan. !

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut :

. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.

. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang yang diajukan bukan suatu yang
mutlak dan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.

. Netral, yaitu dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan
dengan nilai baik dan buruk.

. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar

pembuktian.

111Rosadi Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), him. 24

12Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. RajaGrafindo
ersada, 1998), him. 46
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113Qutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9

114 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 46
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pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmia

1.
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. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan

h 115

enis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah
penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang pengumpulan
datanya dilapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pemerintahan.

Pola penelitian yang peneliti gunakan adalah pola kualitatif yaitu
mengamati orang (subyek) dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan
mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia
sekitar. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas
sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di
teliti.}

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu
peneliti mengamati dan berinteraksi dengan Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA), untuk melihat bagaimana tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil
kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama

Kota Dumai.

¥ wisey] JiredAg uej[ng jo AJISIdATU) dTWER[S] 91e1S

115Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, Cet. 6, (Jakarta :

=Rajawali Pers, 2013), hlm. 25

=

116Ronny Kountoro, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PPM,

2004), hlm. 105
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti
tentang bagaimana penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk
menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang analisis datanya
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha
mengungkap keunikan yang ada dalam individu, masyarakat, maupun
organisasi secara rinci, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan
keilmiahannya.'t’

Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati agar memperoleh
pengetahuan secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya, maksudnya
dengan meninjau langsung untuk menggali maslahah terhadap taukil wali bil
kitabah bagi wali nasab yang tidak hadir saat pelaksanaan akad nikah sebab

berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama Kota Dumai.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan

penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini
adalah di Kantor Urusan Agama Kota Dumai Provinsi Riau. Secara khusus

peneliti memilih obyek penelitian pada Kantor Urusan Agama daerah pinggir di

neny wisey JireAg uejng jo %sxauun dTwIe[S] 3)el1§

17Basrowi dan Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya: Insan

Cendekia, 2002), hlm. 2
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Kota Dumai, yaitu : 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan yang
beralamat di J1. Sidodadi Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan;
2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Kampai yang beralamat di JI.
Balai Nikah Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai; 3) Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur yang beralamat di Kelurahan Bukit

Nenas Kecamatan Bukit Kapur.

. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data
tersebut di peroleh.!*® Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :
1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari

sumber pertamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung melalui
wawancara dari responden atau informan.*®
Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil
wawancara terhadap informan sesuai jumlah lokasi penelitian yaitu
wawancara terhadap tiga Kepala KUA yaitu 1) Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Sembilan; 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Medang Kampai; 3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur.

Tabel 3.1

Daftar Narasumber
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=N
&)

118Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

ipta, 2013), hlm. 107

119E1fa Murdiana, Metodologi Penelitian Hukum, (Stain Jurai Siwo Metro: tp, 2012), him.
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No. Nama Jabatan

1. | H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh | Kepala KUA Kecamatan Sungai

Sembilan
2. | H. Harmi Yusri, S.Ag, S.S Kepala KUA Kecamatan
Medang Kampai

3. | Husnul Hadi, S.H.I Kepala KUA Kecamatan Bukit

Kapur

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari data
primer. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah
yang diteliti, seperti : Figh ‘Ala al-Madzaahib al-Arba’ah, Al-Muhazzab,
Kifayatul Akhyar, Figh al Islami wa Adillatuhu, Figh Sunnah, Bidayatul
Mujtahid, Kitab Undang undang No. 1 Tahun 1974, PMA Nomor 20 Tahun
2019 dan Kompilasi Hukum Islam dan kitab lainnya yang membahas tentang
masalah yang diteliti, termasuk buku-buku dan jurnal yang terkait dengan

masalah penelitian yang ada korelasinya dengan judul penelitian ini.

. Data Tersier

Data tersier yaitu data pelengkap atau penunjang, yaitu data pelengkap
yang memberikan penjelasan dari data-data primer dan sekunder, diantaranya

adalah kamus, ensiklopedi,120 kamus fikih, kamus hukum, ensiklopedi hukum

120Bambang Sunggono, Op. Cit, him. 114
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Islam, surat kabar, internet, dan lainnya yang akan dianalisis dengan tujuan

untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang dibutuhkan.'?! Karena penelitian ini bersifat penelitian
lapangan (Field Research) maka Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya
jawab terhadap sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini secara
langsung dengan salah satu tujuan agar memperoleh informasi atau ungkapan
dari orang yang diwawancarai.

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh
peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap
muka dan peneliti merekam jawabannya sendiri.'??

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada tiga
orang Kepala KUA, yaitu : 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sungai Sembilan; 2) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang
Kampai; 3) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kapur, yang

bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang tinjauan

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

121Moh. Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24

122Emir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2010), him. 49-50
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maslahah terhadap taukil wali bil kitabah bagi pernikahan yang walinya tidak
bisa hadir saat akad nikah dilangsungkan.
2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah,
catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data
yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai
pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tersebut atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti,
notulen, agenda dan sebagainya.'”®> Metode dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan
penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai
dengan kajian penelitian.

. Teknik Analisa Data
Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan
secara mendalam setelah data terkumpul. Dalam proses analisis data penulis
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis,menggambarkan,
dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan
berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang
terjadi dilapangan lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah

penelitian.

128Moleong, Metodologi Penelitian, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), him. 114
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Dalam melakukan penulisan analisa data, penulis juga menggunakan

teknik atau metode penulisan sebagai berikut :

I.

Deduktif

Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum untuk
selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.'?*
Induktif

Induktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data tersebut ditarik
kesimpulan bersifat umum.'? Induktif merupakan suatu proses berpikir yang
berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus atau peristiwa yang
konkrit.1?

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu pengkajian data-data yang
bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data
yang bersifat umum. Hasil penelitian kualitatif ini dapat bersifat temuan
potensi dan masalah, makna suatu peristiwa, dan keunikan objek.*?’
Deskriptif

Deskriptif yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau

fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian

nery wisey JireAg uejng jo A}IsIaAIU) dIWE]S] 3}e3§

124Qyaifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, cet.1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

998),,hlm. 40

1% Juliansyah Nor, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Kencana, 2011), him. 17
1%6Qutrisno Hadi, Op. Cit, hlm. 42

127Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2010), hlm. 25
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UIN SUSKA RIAU

terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif
pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan

dan menginterpresentasikan objek apa adanya.!?®

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

128Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 82
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PENUTUP

. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang jauh

dan tidak bisa hadir disaat pernikahan diatur dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan. Wali nasab tersebut membuat surat taukil wali dihadapan Kepala
KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali,
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan mengirimkan surat penandatanganan
taukil wali tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat berlangsungnya

akad nikah kedua calon mempelai.

. Pelaksanaan taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada di tempat yang

jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai telah dilaksanakan sesuai
dengan regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Kepala KUA akan
mengarahkan calon pengantin yang walinya berada di tempat yang jauh dan
tidak bisa hadir pada saat akad nikah berlangsung untuk mengurus surat taukil

wali sesuai dengan domisili wali nasab berada saat itu.

3. Tinjauan maslahah terhadap taukil wali bil kitabah sebab wali nasab berada

di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai tergolong
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ke dalam maslahah hajiyah dikarenakan dibutuhkan dalam kehidupan
manusia yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dalam hal ini
memprioritaskan hak wali nasab agar wali nasab tidak kehilangan hak
perwaliannya meskipun sedang berada di tempat yang jauh.
. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyampaikan
beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar kiranya
dapat ditambahkan pasal dalam ketentuan taukil wali bil kitabah yang
mengatur pemberian solusi bagi calon pengantin yang sulit memenuhi
surat ikrar taukil wali bil kitabah.

2. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) perlu kiranya mengupayakan
dengan maksimal terhadap calon pengantin yang walinya berada di
tempat yang jauh untuk memenuhi persyaratan administrasi berupa ikrar
taukil wali bil kitabah.

3. Kepada Tokoh Agama (Penyuluh Agama) agar dapat memberikan
penyuluhan kepada masyarakat terkait taukil wali bil kitabah bagi
pernikahan yang walinya berada di tempat yang jauh dan tidak bisa hadir
saat pelaksanaan akad nikah.

4. Kepada masyarakat agar selalu mematuhi regulasi pencatatan

pernikahan khususnya tentang taukil wali bil kitabah.
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1. Nama . AHMAD RISKY

2. NIM/KTP © 22290215951

3. Program Studi . HUKUM KELUARGA S2

4. Konsentrasi . HUKUM KELUARGA

5. Jenjang S22

6. Judul Penelitian ;. TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP TAUKIL WALI BIL KITABAH SEBAB WALI
NASAB BERADA DI TEMPAT YANG JAUH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA DUMAI)

7. Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Dumai di Tempat

3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru

4. Yang Bersangkutan
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KEMENTERIAN AGAMA RI
m& q UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
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ﬂ% X PASCASARJANA
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THE GRADUATE PROGRAMME
Alamal : JI. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Paekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

UIN SUSKARIAU - phope & Fax (0761) 858832, Wel)silo hllp lipasca.uin-suaska.ac.id. Email : pasca@uin-suaska.ac. id.

Nomor  :8-3979/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2024 Pekanbaru,24 Oktober 2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal  : Penunjukan Pembimbing I dan

Pembimbing 1l Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.
1. Dr. Helmi Basri. L¢. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Sofia Hardani. M. Ag (Pembimbing Pendamping)
di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan
Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Ahmad Risky

NIM 1 22290215951

Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester : IV (Empat)

Judul Tesis : Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab wal:

nasab Berada Di Tempat Yang Jauh

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang
(maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:
Penelitian dan penulisan tesis;

Penulisan hasil penelitian tesis;

Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;

Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan

Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

vih W

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani
setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
\ \\ '\ .;\ T:}:'\
W’-ma&n\\.

\

4'\\

Tembusan:
1.8dr. Ahmad Risky
2. Arsip
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Nomor: B-0406/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024 UIN SUSKA RIAU

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Ahmad Risky
NIM 1 22290215951
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Taukil Wali Kitabah Sebab Wali Nasab

Berada Di Tempat Yang Jauh

Telzh dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi
kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas
17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya
lainnya.

Pekanbaru, 28 Nopember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

dew ©i

Dr. Peri!l Nope‘, M.Pd.i
NUPN. 9920113670
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Sdujavare Aefigeh
Pllblisning Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website; https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive
JIn. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance
No. 0026/LOA/Aafiyah/11/2024

Dear : Ahmad Risky

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you

that your manuscript:

Entitled : Tinjauan Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada
di Tempat Yang Jauh

Author(s)  : Ahmad Risky

Affiliation  :Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin IImu
Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the
review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:
https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you

all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
Bondowoso, 26 November 2024

ax

FDUJAVAR

T
HING

Durrotul Masruroh, M.Pd
Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin I[Imu
Centre for Research of Edujavare, Indonesia.
JIn. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.
http://wa.me/ 082141498104
Website: https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive
Email: durrotulmasruroh6@gmail.com
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Certificate Number: 252/GLC/EPT/XI/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST"®
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ahmad Risky

ID Number : 1401132003930005
Test Date 1 03-11-2024
Expired Date : 03-11-2026
achieved the following scores:

Listening Comprehension + 45

Structure and Written Expression : 44

Reading Comprehension T 48

Total - 457

Tzin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VTIII2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At Pekanbaru

Date: 04-11-2024

Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director
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No. 235/GLC/APT/XI/Z024

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIITI/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At:  Pekanbaru

Date: 04-11-2024
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UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL
KONSULTASI
BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA . ARMAD PG
NIM . 22290115951
PROGRAM STUDI  uR Feunans A
KONSENTRASI - uewm relvAes A :
PEMBIMBING I/PROMOTOR ~ : D Yiebmy Reacey Le s
PEMBIMBING I/ CO PROMOTOR : ..Dr; S0t riARDAM , wi-#q
JUDUL TESIS/DISERTASI MvjAuan WAL A Tepiea

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai
Sembilan Kota Dumai
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah
int
Nama : Ahmad Risky
NIM 1 22290215951
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi  ; Hukum Keluarga
Universitas : UIN Suska Riau
Telah melakukan wawancara dengan responden tentang “Tinjauan
Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di
Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)”.
Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas

telah melakukan wawancara,

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Sembilan

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama - H. Harmi Yusri, S.Ag, S.S
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kccamatan Medang
Kampai Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah

ni
Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951

Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi  ; Hukum Keluarga
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan responden tentang “Tinjauan
Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasah Berada di
Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas

telah melakukan wawancara,

Dipindai dengan CamScanner
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SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah i :

Nama - Husnul Hadi, S.H.1
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur
Kota Dumai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah
ini:
Nama : Ahmad Risky
NIM : 22290215951
Program Studi : Hukum Keluarga S2
Konsentrasi  : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan responden tentang “Tinjauan
Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah Sebab Wali Nasab Berada di
Tempat yang Jauh (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)™.

Demikian surat keterangan ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas

telah melakukan wawancara.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e
a~d

MOKON
TIoAKMERoKOK [
DIRUANGAN N 11| 8

Wawancara dengan Kepala KUA Bukit Kapur
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KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : AHMAD RISKY
NIM © 22290215951
PRODI : AHWALUS SYAKHSIYYAH
KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA ISLAM
NO HARI/TGL JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI PESERTA UJIAN SE]I(D}?I:}}TA :RIS
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NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

Pekanbaru,

Kapro;‘% "
/

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Novewher 2024

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

8 Dipindai dengan CamScanner
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UIN SUSKA RiAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PASCASARJANA

| THE GRADUATE PROGRAMME
Alnmat : JI K. Ahmnd Dnhian No. 94 Pakanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) asARA2, Site mn uit-sunkn ac ik E-mail ppq@um-:uska ac.id

NAMA

NIM

PRODI
KONSENTRASI

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI

PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: AHMAD RISKY

1 22290215951

: AHWALUS SYAKHSIYYAH

: HUKUM KELUARGA ISLAM

NO| HARI/TGL

PARAF

PESERTA UJIAN SEKRETARIS

JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
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Pekanbary, Novewbey 2024
Ké;:l'odg‘ .
Dr, Zailani, M.Ag

NIP, 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian,
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Dipindai dengan CamScanner
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